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 Mitra Tani Organik merupakan suatu kelompok jasa penyuntikan pupuk 

injeksi tanaman. Dalam melakukan  Kerjasama  Mitra Tani Organik masih 

menggunakan bentuk bagi hasil  dengan metode prosentase dari hasil panen 

tanaman tersebut. Praktik kerjasama yang dilakukan dengan lisan, tidak ada 

jangka waktu yang jelas, serta proses pembuatan pupuk dengan bahan yang najis 

membuat proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik tidak sesuai 

dengan Hukum Ekonomi syariah. 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik  akad kerjasama 

penyuntikan pupuk injeksi tanaman dan bagaimana pandangan hukum ekonomi 

syariah terhadap praktik  akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian campuran (mix research) yaitu 
suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencampurkan antara jenis 

penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (literature). 

Pendekatan bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan 

data-data yang bersumber dari lapangan yaitu Mitra Tani Organik di Desa Kecepit 

dan pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan 

data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang 

digunakan metode deduktif. 

 Hasil penelitian ini menunjukan : pertama, bahwa praktik yang digunakan 

oleh Mitra Tani Organik ialah praktik ijarah namun dalam hal ini praktik yang 

digunakan Mitra Tani Organik belum sepenuhnya sesuai dengan syarat rukun 

akad ijarah kedua, Mitra Tani Organik dalam melakukan ijab dan kabul hanya 

sebatas lisan tidak ada unsur tertulis, tidak ada kejelasan upah, waktu kerjasama 

mengakibatkan hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.  

Kata Kunci: Kerjasama, Max Research, Ijarah  
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A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta T Te ت

 |S|a S ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 }H{ H ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 |Z|al Z ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S{ad S} ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 {D}ad D ض
De (dengan titik di 

bawah) 
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 }T}A’ T ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 {Z}a Z ظ
Zet  (dengan titik di 

bawah) 

 Ain …’… Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y’ Ye ي

 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah  ditulis rangkap 

 Ditulis Rabbikum ربكم

 Ditulis Wakullu وكل

 

Ta’ Marbūtah  di akhir kata bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Al- Ija<rah الإجارة
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(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal 

lainnya). 

 

Vokal Pendek  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fath{ah Fath{ah A 

  َ  Kasrah Kasrah I 

  َ  D{amah D{amah U 

 

Vokal Panjang 

1. Fath~ah + alif Ditulis A< 

 Ditulis H{a<jiyyah حا جية

2. Kasrah + ya’ mati Ditulis I< 

فعياالش  Ditulis Al-Sy<afi’i@ 

3. D}ammah + waw mati Ditulis U< 

 Ditulis D{aru>riyyah ضرورية

 

Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-‘aql العقل

لالما  Ditulis Al- ma<l 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya. 
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 Ditulis Al- di@n الدّ ين

 Ditulis Al- nafs النفس

 

Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis  بالتمليك الا  جارة المنتهية

Al- Ijar>ah al- 

Muntahaiya bi al-

Tamli>k 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur masalah 

ibadah saja tetapi juga berkaitan dengan kehidupan muamalah baik yang 

diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, termasuk didalamnya aktivitas 

ekonomi.
1
 Hubungan antara sesama manusia seperti dalam perniagaan dengan 

cara yang halal serta menghindari transaksi haram sangat dianjurkan dalam 

islam.
2
 Pada dasarnya syariah sudah mengatur dibawah jelas sebagaimana dalam 

kaidah fiqih: 

باَحَتُ إلِاَّبِذَنيِْم                     الِْْ َٔ عَايَلاثَِ انْحِمُّ  ًُ طِ فِ ي انْ ْٔ شُ  اْلأصَْمُ فيِ انشُّ
 

“Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkan nya.” 

Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur intreaksi antara sesama 

manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari 

sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara perkara, harta warisan dan hal-

hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian, 

ibadah dan muamalah. Ibnu Abidin menyatakan bahwa muamalah terbagi 

kedalam lima bagian, yaitu: transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah 

dan warisan. Selaras dengan pembagian ini, Muhamad Ruwas Qal‟ah Ji 

mengutarakan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariah yang berkaitan 

                                                             
1
 Sri Ratna Ningsih, “Jual Beli Orang Buta”, Skripsi, tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN 

Purwokerto 2009), hlm. 1. 
2
 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 2. 
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dengan perkara-perkara duniawi dengan bahasa lain, muamalah berarti hukum-

hukum syara’ yang mengatur hubungan manusia didunia.
3
 

Salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan adalah jual beli.  Jual beli 

adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan.
4
 Sebagaimana Firman Allah pada Q.S. an-Nisa (4): 29 dibawah ini: 

ٌَ تجِٰشَةً  ْٕ ٌْ تكَُ انكَُىْ بيَُْكَُىْ بهِبْٰطِمِ إلاَّ أَ َٕ ا أيَْ ْٕ ا لاَ تأَكُْهُ ْٕ ٍَ أيََُُ ٍْ يأَيَُّٓاَ انَّزِيْ تشََاضٍ عَ

ا ًَ ٌَ بِكُىْ سَحِيْ ٌَّ اللهَ كَا َْفسَُكُىْ إِ ا أَ ْٕ ُ لاَ تقَْتهُ َٔ ُْكُىْ   يِّ
 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
5
 

  

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan 

jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, 

dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan 

perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling 

menguntungkan.
6
 Agar hubungan manusia berjalan dengan baik dan optimal, 

maka Allah swt menentukan aturan dalam membina hubungan tersebut berupa 

syari‟ah di bidang muamalah yang dikenal dengan fiqih muamalah, yaitu aturan-

                                                             
3
 Rahmat Hidayat, Pengantar Fikih Muamalah (Medan: t.p, 2002), hlm. 2. 

4
 Tim Pustaka Buana, KUH Perdata pasal 1457 (t.k: Pustaka Buana, 2014), Cet. Ke-II, 

hlm. 408. 
5 Tim Penerjemah al-Qu‟ran Kemenag RI, Al Qur‟an dan Terjemahanya (Jakarta: 

Diponegoro,2000), hlm. 83. 
6
 Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian I, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 

No 2, 2017, Universitas Syarif Hidayatulloh. P-ISSN: 2087-7056/e-ISSN: 2527-7081. 
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aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan 

dunia dan sosial kemasyarakatan.
7
 

 Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut 

kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah 

satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah 

muḍārabah, karena akad tersebut sesuai  

dengan tujuan adanya syari‟at (maqashid as-syari’ah) muḍārabah adalah 

bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW 

diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehannya dalam Islam. 

Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan 

penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung di 

masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip 

Islam dan mengandung manfaat yang besar, salah satunya adalah muḍārabah 

Prinsip bagi hasil dalam muḍārabah mendasarkan pengelolaan usahanya 

dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing), dimana di dalamnya 

terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. 

Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan 

ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta 

adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari‟ah dan investasi lainnya dalam 

kerangka Islam. Selain itu dalam muḍārabah terkandung prinsip kehati-hatian 

(prudential principle) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha 

                                                             
7
 Habib Nazir, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari‟ah Kaki Langit (Bandung: t.p, 

2004), hlm. 19. 



4 
 

 
 

yang dijalankan oleh pihak muḍārib, maupun penyerahan modal oleh pihak 

pemilik harta harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
8
 

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan 

dengan pekerja.
9
 Dalam UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, 

secara otomatis merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap adanya 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. 

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat yang biasanya disebut juga dengan 

hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah 

milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua 

belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil 

tanahya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar  adil dan agar terjamin 

pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap maupun pemilik.
10

 

Dalam pasal 3 ayat (1, 2, 3 dan 4) secara lebih lengkap agar kiranya 

menjadi jelas bahwa perjanjian bagi hasil telah diatur pelaksanaannya, perangkat 

dan proses bagaimana melaksanakannya. Walaupun terdapat kesenjangan antara 

ketentuan yang diundangkan dengan realita dimasyarakat, namun ketentuan 

tersebut tetaplah senantiasa sebagai bahan perbandingan bilamana diingat bahwa 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tersebut adalah suatu ketentuan satu-satunya 

yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil. Dalam muamalah tidak hanya akad 

muḍārabah yang menjadi bentuk kerjasama, dalam hal lain seperti akad 

murabahah, musyaqah dan ijarah merupakan bagian dari bentuk kerjasama. Salah 

                                                             
8
 Wahbah al-Zuhaili>, Al-Fiqh Al-Isl>a>mi> wa Adillatuh (Dar Al-Fikr, Beirut, tt), hlm. 836 

9
 Kartina, “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap 

Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bojeng Kabupaten Gowa”, 

Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 2-3. 
10

 K. Wantjik Saleh, Hak atas Tanah (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 51. 
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satu kegiatan ekonomi islam atau bisa disebut dengan muamalah, yaitu sewa 

menyewa atau bisa disebut dengan ijarah. 

Namun apabila kita perhatikan pada masa sekarang, jarang orang yang 

memperhatikan transaksi mereka sesuai dengan hukum Allah, bahkan 

kebanyakan mereka menitik beratkan  pada transaksi yang mempunyai prospek 

keuntungan semata, jadi pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung dan rugi, 

bukan halal dan haramnya transaksi tersebut.
11

 

Oleh sebab itu, dengan adanya latar belakang tersebut, maka penyusun 

tertarik untuk meneliti bagaimana praktik akad kerjasama dalam injeksi tanaman 

berbuah di Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Hal ini 

didasari dengan maraknya tebasan didaerah tersebut hingga sebagian besar 

penduduk di Kecamatan Punggelan yang mata pencaharianya non petani namun 

memiliki lahan berbuah mereka lebih memilih untuk menjual buah ketika masih 

dalam kondisi berbunga. 

Pemilik lahan berbuah sangat tertarik dengan adanya kemunculan pupuk 

organik tersebut, Mitra Tani Organik menawarkan kepada masyarakat terkait 

keunggulan pupuk organik dan mikroba kepada masyarakat yang memiliki pohon 

berbuah, kemudian menawarakan jasa agar pohon berbuah tersebut dirawat oleh 

Mitra Tani Organik mengambil sistem bagi hasil antara Mitra Tani Organik 

dengan pemilik lahan dengan pembagian setengah hasil panen diberikan sebagai 

upah penggarap tanaman buah yang diinjeksi, hal ini terlihat menarik dikarenakan 

hasil panen yang belum bisa dipredikisi jumlah hasil panen buahnya dan ketika 

                                                             
11

 Muhammad Sholahudin, Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 2004), hlm. 3. 
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disamaratakan antara pemilik tanaman berbuah satu dengan yang lain memiliki 

perbedaan hasil padahal jumlah injeksinya sama.
12

 

Sedangkan kerjasama dilakukan hanya dengan lisan, ketidakjelasan bentuk 

kerjasama yang dilakukan akan memberikan dampak yang sangat besar, 

kerjasama tersebut dilakukan dengan cara pemilik lahan hanya menyediakan 

tempat dan pohon yang berbuah sedangkan perawatan, pupuk, memanen hingga 

menjual dibebankan kepada penggarap dengan ketentuan setengah dari hasil 

panen diberikan sebagai upah penggarap.
13

 Jika ada kerugian (gagal panen) 

penggarap tidak menanggung kerugian, dari sinilah peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam. Dasar kebolehannya itu, di samping dapat dipahami dari 

firman Allah yang menyuruh saling tolong menolong, juga secara khusus hadis 

Nabi dari Ibnu Abbas r.a menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:  

ْْمَ خَيْبشََ بشَِشْطِ يَا يخَْ  سَهَّىَ عَايَمَ أَ َٔ  ِّ ٌَّ انَُّبيِِّ صَهَّٗ اّللهُ عَهيَْ شَ اَ ًَ ٍِ عُ ٍْ اِبْ شُجُ عَ

صَسْع )سٔاِ يسهى( ْٔ شٍ اَ ًَ ٍْ ثَ ُْٓاَ يِ                                                    يِ
 

Dari Ibnu Umar : “Seseungguhnya Nabi SAW Telah memberikan kebun 

perjanjian mereka akan diberi sebagaian dari penghasilan, baik dari buah 

kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan buahan 

maupun dari hasil pertahun )palawija(” ) H.R. Muslim(.
14

  

 

Pada akhirnya praktik bagi hasil injeksi pada tanaman berbuah ini terlihat 

menarik, karena ini salah satu trobosan baru yang belum pernah ada yang 

mengkaji praktik bagi hasil tanaman injeksi tersebut yang sesuai dengan ketentuan 

dalam islam. Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

                                                             
12

 Nanang Triono, pengelola Mitra Tani Organik, Wawancara, pada tanggal 13 Mei 2020.  
13 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 

275. 
14 Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy „asts Al Sijistani, Shahih Abu Daud Juz 2, )Bairut- 

Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H), hlm. 133. 
 



7 
 

 
 

penelitian dengan judul Akad Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi 

Tanaman Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mitra Tani 

Organik di Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara). 

B. Definisi Operasional 

1. Akad 

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan baik yang nampak 

maupun tidak nampak. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah 

suatu kesepakataan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan 

antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat 

untuk melaksanakanya.
15

 Dalam islam kesepakatan merupakan hal yang 

penting dalam melakukan hubungan dengan orang lain, dengan ini peneliti 

memberikan gambaran mengenai bagaimana proses kesepakatan/kontrak 

yang dilakukan Mitra Tani Organik. 

2.  Kerjasama   

Berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada 

kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang 

diperolehakan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian 

yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia 

berhak mendapatkan upah yang wajar disebut ujratul-mitsil.
16

 Islam memilik 

cermin berbagai macam bentuk kerjasama baik dari kalangan usaha bersama, 

jasa, aset dan lain sebagainya. Hal demikian mendorong peneliti untuk 

                                                             
15 Dede Abdurohman, Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah, Jurnal Perbankan Syariah, 

Volume 1 Nomer 1, 2020, hlm. 42. 
16 Muslih Abdullah, Fikih Keuangan Ekonomi Islam (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 302. 
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memberikan wadah yang tepat bentuk kerjasama yang dilakukan Mitra Tani 

Organik. 

3.  Injeksi tanaman 

Injeksi tanaman adalah proses memasukan cairan ke tubuh 

menggunakan jarum.
17

 Mitra Tani Organik menjadikan metode injeksi 

sebagai sarana proses pemupukan yang dilakukan dengan cara memasukan 

pupuk organik kedalam batang pohon. 

4.  Prepektif 

Prespektif berasal dari bahasa italia yaitu “Prospettiva” yang berarti 

gambar pandangan. Peneliti nantinya akan memberikan pandangan 

bagaimana sudut yang cocok dengan permasalahan yang terjadi di Mitra Tani 

Organik.
18

 

5.  Hukum Ekonomi Syariah 

Merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi 

secara interdisipliner dan multidimensional.
19

  Penggalian sumber hukum 

yang nantinya peneliti akan lakukan merupakan dilihat bagaimana proses 

kerjasama yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. 

C. Rmusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk praktik Akad Kerjasama pada Injeksi Tanaman berbuah 

tersebut? 

                                                             
17 https://www.halodoc.com/kesehatan/injeksi 19 juni 2020 jam 16.05 
18 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), hlm. 2. 
19 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: 

Kencana, 2012), hlm. 5. 

https://www.halodoc.com/kesehatan/injeksi
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2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Akad 

Kerjasama pada Injeksi Tanaman Berbuah? 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik akad 

kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dan bagaimana pandangan 

Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik  akad kerjasama yang dilakukan 

Mitra Tani Organik. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan pengetahuan kepada 

para buruh injeksi, Mitra Tani Organik dan juga masyarakat sekitar agar 

mampu memahami cara bentuk kerjasama melakukan pekerjaan yang 

sesuai dengan syariat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mitra 

Tani Organik agar nantinya bisa membuat standarisasi operasional kerja 

yang sesuai dengan syariat. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam membahas eksistensi kerjasama penyuntikan pupuk injeksi, penulis 

menelaah kembali penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. 

Ayu Lestari Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik 

Putih (Whitening Injection) (Studi pada Home Treatment Glowbeauty Bandar 

Lampung. Skrispi ini membahas tentang penelitian ini adalah bagaimana sistem 

upah suntik putih (whitening injection), dan bagaimana pandangan hukum Islam 
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tentang sistem upah suntik putih pada Home Treatment Glowbeauty Bandar 

Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 

upah suntik putih (whitening injection) dan untuk mengetahui bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih (whitening injection) 

pada Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung.
20

 

Ahmad Syaiful Umam, Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi 

Ditinjau Dengan Akad muḍārabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. 

Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan) Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

obervasi dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot, selanjutnya 

dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, 

serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori. 

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data 

berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan dengan 

pola pikir deduktif yakni berangkat dari teori Muḍārabah kemudian difokuskan 

pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot. Metode kawin pada 

peternakan ini menggunakan sistem injeksi.
21

 

Yenni Mardasari yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di 

Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad 

Muḍārabah”. Tujuan penelitian ini adalah yakni: 

                                                             
20

 Ayu Anggraini Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih 

(Whitening Injection) (Studi pada Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung)”, skripsi tidak 

diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 31. 
21

 Ahmad Syaiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan 

Akad Muḍārabah”, skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 

20. 
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1. Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di kalangan 

masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum. 

2. Menggambarkan pertanggungan risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah 

lembuan tara pemilik lembu dengan pemelihara lembu. 

3. Mendeskripsikan konsep muḍārabah terhadap perjanjian bagi hasil mawah 

lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.
22

 

Sirly Deka Yana Putri,  jurnal yang berjudul Implementasi Ijarah (Sewa 

Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi 

Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini adalah 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi ijarah (sewa 

dalam Islam) pada lahan pertanian padi, faktor yang mendukung dan menghambat 

implementasi ijarah, tingkat pendapatan petani dalam implementasi ijarah dan 

implementasi ijarah sesuai dengan syariah.
23

 Posisi saya dalam kajian jurnal ini 

ialah sama sama mengkaji persoalan akad ijarah. 

Dari beberapa sumber kajian pustaka mereka melakukan penelitian dengan 

kerjasama injeksi dan bagi hasil. Perbedaan masing-masing ada pada metode 

penelitian, objek penelitian dan bentuk kerjasama yang berbeda. Masing-masing 

memiliki kekuarangan dan kelebihan kekurangan dari masing-masing sebagaian 

besar ada pada cara melakukan proses kerjasama dan bagi hasil. Kelebihanya 

masing-masing memiliki persoalan yang menarik untuk dikaji. Posisi saya ada 

                                                             
22

 Yenni Mardasari, “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa 

Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah”, skripsi tidak diterbitkan (Aceh: 

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), hlm. 2-3. 
23 Sirly Deska, Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir, Jurnal 

Al- Muqoyad, Vol. 3 No.1 Januari-Juli 2020, hlm. 90. 
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pada dimana permasalahan yang dikaji berbeda dengan peneliti sebelumnya dari 

cara proses pembuatan pupuk, bagi hasilnya dan objek penilitian kebanyakan 

peneliti sebelumnya ada pada model injeksi peternakan sedangkan saya lebih 

menarik ada pada injeksi tumbuhan yang dampaknya lebih besar. 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Ayu 

Anggraini 

Lestari 

 

Tinjauan Hukum 

Islam Tentang 

Sistem Upah 

Suntik Putih 

(Whitening 

Injection) (Studi 

pada Home 

Treatment 

Glowbeauty 

Bandar Lampung) 

 

Mengkaji bentuk 

dari objek 

permasalahan 

kerjasama 

a. Bentuk Upah yang 

diberikan 

b. Sistem kerjasama yang 

dilakukan 

c. Sudut pandang 

d. Kajian Permasalah 

objek kajian 

2 Ahmad 

Syaiful 

Umam 

 

 

Sistem Bagi Hasil 

Ternak Sapi 

Ditinjau Dengan 

Akad 

Mudharabah 

 

Sama-sama 

melakukan bentuk 

kerjasama 

 

a. Objek per masalahan 

b. Sistem Kerjasama 

c. Bentuk upah yang 

diberikan 

d. Sudut pandang kajian 

berbeda 

3 Yeni 

Mardasari 

Perjanjian Bagi 

Hasil Mawah 

Lembu di 

Kalangan 

Masyarakat Desa 

Rabo Kecamatan 

Seulimum dalam 

Perspektif Akad 

Mud{h>arabah 

a. Sama-sama 

melakukan 

bentuk 

kerjasama 

b. Ada 

ketidakjelasan 

mengenai 

jumlah 

pembagian 

dilapangan 

a. Sistem bagi hasilnya 

b. Objek permasalahan 

c. Pandangan kajian 

 

4 Sirly Deka 

Yana Putri 

Implementasi 

Ijarah (Sewa 

Dalam Islam) 

Pada Lahan 

Pertanian Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Petani 

Padi Di Desa 

a. Sama-sama 

melakukan 

bentuk 

kerjasama 

akad ijarah 

b. Ada 

ketidakjelasan 

dalam 

a. Sistem bagi hasilnya 

b. Objek permasalahan 

c. Metode Penelitian 
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Pebenaan 

Kec.Keritang 

Kab.Indragiri 

Hilir  

memberikan 

jenis tanaman 

 

F. Kerangka Teori 

1. Konsep Akad Kerjasama 

Ada dua bentuk Kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut 

kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. 

Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam 

Islam adalah muḍārabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya 

syari‟at (maqashid as-syari’ah). Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan 

muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas 

praktik-praktik yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu kerana 

muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat 

yang besar, salah satunya adalah muḍārabah. 

Secara istilah, para ulama mengartikan muḍārabah dengan redaksi yang 

berbeda. Namun, substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau 

kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan pembagian 

keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian financial 

ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung resiko 

financial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan 

waktu (non financial), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat 

kecurangan pengelola.
24

 Dalam bidang pertanian ada berbagai macam bentuk 

                                                             
24

 Neneng Nurhasanah. “Optimalisasi Peran muḍārabah Sebagai Salah Satu Akad 

Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari‟ah”. Jurnal Syiar Hukum Vol. 12. No. 3. 

November 2010. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 286-287. 
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kerjasama yang ditawarkan dalam islam diantaranya akad muza<ra’ah, 

musya<qah, ija<rah. Dengan demikian ijarah adalah suatu bentuk muamalah 

yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang 

memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk 

diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan 

oleh syara‟ tanpa diakhiri dengan kepemilikan. 

2. Konsep Penyuntikan Injeksi Tanaman 

Sehubungan dalam tindakan pengendalian diperlukan aplikasi bahan 

baik yang bersifat kimia toksi buatan mauounkiia organic. Pengendalian 

terhadap pathogen yaitu tindakan yang bersifat mencegah bagian tanaman 

diinfeksi dan dirusak oleh pathogen biasanya dengan melakukan 

penyemprotan fungisida secara residual kepermukaan bagian tubuh tanaman 

(daun, buah, biji, bibit). Selain itu, cara aplikasi pestisida untuk pengendalian 

penyakit tanaman dilakukan dengan beberapa cara seperti cara penyuntikan. 

Cara penyuntikan atau injeksi ini adalah aplikasi yang biasanya dilakukan 

dengan cara menggunakan alat aplikasi yang memungkinkan bahan aktif 

pestisi dan masuk ke dalam tanah (sekitar perakaran) untuk tujuan melindungi 

perakaran dari serangan pati gentular tanah (soil borne pathogen).
25

 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan di dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang 

masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka dan sistematika pembahasan. 

                                                             
25
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BAB II Landasan Teori di dalam bab ini akan dijelaskan tentang pandangan 

umum tentang akad, kerjasama dan ijarah.  

BAB III memuat tentang metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, 

subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber 

data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data di dalam bab ini dideskripsikan bentuk kerjasama 

penyuntikan pada injeksi tanaman pohon durian dan pandangan Hukum Ekonomi 

Syariah terkait akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi. 

BAB V Kesimpulan di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan 

yang telah dikaji. 
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BAB II 

PANDANGAN UMUM TENTANG AKAD, KERJASAMA DAN IJARAH 

A. Konsep tentang Akad 

1. Pengertian Akad 

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai mahluk sosial dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara finansial maupun spiritual selalu 

berhubungan dengan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya 

sebagaimana di atas, orang-orang akan melakukan transaksi antara yang satu 

dengan yang lainnya.
26 

Pengertian akad secara luas yaitu segala sesuatau yang dikerjakan oleh 

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, sedangkan dalam pengertian 

khusunya berarti perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan 

kententuan syari‟at yang berdampak pada objeknya.
27

 

Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab 

(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) 

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan.
28

 

Pencantuman kata “Sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa 

seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap 

sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan untuk 

melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang 

                                                             
26

 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Surabaya: Putra 

Media Nusantara, 2010), hlm. 30. 
27

 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, hlm. 31 
28

 Lukman Santoso, Hukum Perikatan-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja 

Sama dan Bisnis (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 47. 
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lain. Adapun percantuman kata “Berpengaruh pada objek ikatan” maksudnya 

adalah perpindahan kepemilikan yang terjadi dari satu pihak (yang melakukan 

ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).
29

  

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari akad adalah bahwa suatu 

transaksi bisnis haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan 

orang lain.
30

 

Menurut istilah akad memiliki makna khusus, yaitu hubungan antara 

ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki 

implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan 

keterkaitan antara statmen kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara’ dan 

akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.
31

 Ijab dan kabul merupakan 

ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua 

belah pihak untuk melakukan kesepakatan. Akad yang dilakukan harus 

berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh syara’. Selain itu akad juga 

punya implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya hak kepemilikan, hak 

sewa dan lain-lainnya. Dengan adanya akad menimbulkan pindahnya, 

munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban.
32

 

2. Syarat dan Rukun Akad 

a. Syarat akad 

                                                             
29

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51. 
30

 Lukman Santoso, Hukum Perikatan-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja 

Sama dan Bisnis, 49. 
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
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Syarat akad yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi 3 

bagian, yakni syarat s{hah{ih{{ , syarat fasid (rusak), dan syarat batil. 

1) Syarat s{hah{ih{ yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad, 

mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara‟ 

atau sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) masyarakat. 

2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu 

kriteria yang ada dalam syarat s{hah{ih{. Dalam arti, ia tidak sesuai 

dengan substansi akad, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan ‘urf 

(kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat pada 

salah satu pihak. 

3) Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat 

s{hah{ih{, dan tidak memberikan manfaat bagi salah satu pihak atau 

lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif bagi salah 

satu pihak.
33

 

Sedangkan jika dilihat dari segi kehususannya maka syarat akad 

bisa di bagi menjadi syarat khusus dan syarat umum. 

1) Syarat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam 

berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam 

berbagai macam akad sebagai berikut: 

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
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c) Akad itu diizinkan oleh syarak, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang 

memiliki barang. 

d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟. 

e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn 

(gadai) dianggap sebagai imbangan amanah. 

f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. 

g) Ijab dan kabul mesti bersambung. 

2) Syarat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian 

akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) 

yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya 

saksi dalam pernikahan.
34

 

b. Rukun Akad 

Rukun biasa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai 

landasan atas wujud (eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas 

hakikat sesuatu itu. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua 

kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, 

isyarat atau korespondensi. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat 

bahwa rukun akad terdiri dari 'akid (pihak yang berakad), ma’qud ‘alaih 

(objek akad), dan sig<at.35
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54-55. 
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3. Macam-macam Akad 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat 

dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’, akad 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Akad s{hah{ih{ 

Akad s{hah{ih {ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan 

syarat-syarat nya. Hukum dari akad s{hah{ih{ ini adalah berlakunya seluruh 

akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-

pihak yang berakad.
36

 

Akad-akad yang mengikat bagi para pihak –pihak yang berakad itu 

dibagi lagi oleh ulama fiqh menjadi tiga, yaitu: 

1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali, seperti 

akad pernikahan. Akad tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali 

dengan ketentuan syara’, seperti melalui talak dan al-khulu. 

2) Akad yang mengikat, tetapi dapat di batalkan atas kehendak kedua 

belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, perdamaian, 

al-muza<raʻah (kerja sama dalam pertanian) dan al-musya<qah (kerja 

sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku 

khiyar (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi 

rukun dan syaratnya atau membatalkannya). Dalam hal ini Mitra 

Tani Organik memberikan akad mengikat secara lisan akan tetapi 

ada beberapa orang yang telah sepakat untuk bekerjasama, namun 
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setelah jatuh panen dari pihak Mitra Tani Organik tidak 

mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Dengan demikian 

Mitra Tani Organik membatalkan kerjasama dikemudian hari, 

kepada orang yang tidak memberikan bagian hasil dari panen saat 

kerjasama. 

3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti 

akad al-rahn dan al-kafalah.
37

 

b. Akad yang tidak s{hah{ih{  

Akad yang tidak s{hah{ih{, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada 

rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu 

tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian 

ulama Hanafiah membagi akad yang tidak s{hah{ih ini menjadi dua 

macam, yaitu: 

1) Akad batil 

Suatu Akad dinyatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi 

salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’. 

Misalnya objek akad tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan. 

2)  Akad fasid 

Suatu akad yang dinyatakan fasid adalah akad yang pada 

dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. 

Misalnya, menjual rumah yang tidak ditunjukkan tipe, bentuk, jenis 

rumah yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara 
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penjual dan pembeli. Jualan seperti ini menurut ulama Hanafiah 

adalah fasid.
38

 

4. Berakhirnya Akad 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: 

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai 

tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 

mengikat. 

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 

jika: 

1) Akad itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun 

atau syaratnya tidak terpenuhi. 

2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 

3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
39

 

5.  Substansi Akad 

Substansi akad merupakan sebuah pilar terbangunnya sebuah akad. 

Substansi akad diartikan sebagai pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan 

adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena 

akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.
40

 

Dalam akad ijarah (sewa-meyewa), tujuannya adalah pemindahan 

kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Motif yang 
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dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad 

akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syarak tidak 

diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang 

menyewa jasa suntik pupuk injeksi tanaman, akad sewa tetap sah dan 

penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk 

membayar upah (substansi). Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan ada 

bagi hasil setelah panen. 

Akad sewa akan tetap sah sepanjang motif tersebut tidak dinyatakan 

secara verbal dalam akad. Dengan alasan, motif berbeda dengan substansi, 

dan motif tidak bisa membatalkan akad secara dzahir, akad tetap sah tanpa 

melihat motif yang tidak sesuai dengan syara’. Namun demikian, hal ini 

hukumnya makruh tahrim disebabkan adanya motif yang tidak syarʻi.41
 

B. KERJASAMA 

1. Pengertian Kerjasama 

Pengertian kerjasama menurut Nasution tersebut menjelasakan bahwa 

kerjasama adalah sekelompok orang-orang yang bekerja bersama mencapai 

tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan 

melakukan kerjasama dari pada dilakukan sendiri.
42

 Kerjasama memiliki 

berbagai macam aktivitas manusia diantaranya kegiatan ekonomi, 

perdagangan, pertanian menjadi salah satu kebutuhan primer yang setiap 

harus terpenuhi setiap harinya. Kerjasama merupakan watak masyarakat 

ekonomi menurut ajaran agama islam, kerjasama tercermin dalam segala 

                                                             
41
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tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. 

Salah satu bentuk kerjasama yang sesuai dengan ajaran islam adalah qirod 

yaitu kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang 

mempunyai keahlian, ketrampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit 

ekonomi atau usaha.
43

 

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan 

kebersamaan. Fungsi-fungsi diatas akan menunjukan bahwa melalui bagi 

hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi 

dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan 

keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk memperjuangkan 

kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan Negara dan 

kesejahteraan rakyat.
44

 

2. Dasar Hukum Kerjasama 

Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia tentang peraturan- 

peraturan yang paling baik dalam memimpin, beliau menyampaikan kepada 

mereka berdasarkan ketetapan ketetapan Allah SWT (Hududullah) dan 

membangu masyarakat berdasarkan kepada keadilan dan hubungan kerja 

(kerjasama) yang jujur. Beliau memimpin suatu negara yang terorganisir 

dalam suatu priode yang cukup panjang, negara yang mempunyai berbagai 

urusan dipimpinya berdasarkan kehendak Allah SWT. Kerjasama dan 

pembagian hasil telah dipraktikkan selama dalam priode ini, dan para sahabat 
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terlatih dan mematuhinya dalam menjalankan metode metode ini.
45

 Dalam 

potongan surat al- Maidah ayat 2 telah dijelaskan sebagai berikut:  

 ٌَّ َ اِ
اتَّقُٕا اّللهٰ َٔ  ٌِ ا َٔ انْعُذْ َٔ ثْىِ  ا عَهَٗ الْاِ ْٕ َُ َٔ لَا تعََا َٔ  ٖ ٰٕ انتَّقْ َٔ ا عَهَٗ انْبشِِّ  ْٕ َُ َٔ تعََا َٔ  

َ شَذِيْذُ انْعِقاَبِ                                                                           اّللهٰ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.
46

  

3. Syarat Kerjasama  

Dalam KUHPerdata syarat-syarat sahnya perjanjian (kerjasama) telah 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian. 

c. Suatu hal tertentu. 

d. Suatu sebab halal.
47

 

4. Macam-Macam Kerjasama 

 Macam-Macam perjanjian adapun macam-macam perjanjian yang 

dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum adalah perjanjian obligatoir. Suatu 

perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada para pihak, sehingga 

dengan perjanjian ini baru menimbulkan perikatan. Misalnya pada perjanjian 

jual beli, maka dengan sahnya perjanjian jual beli belum menyebabkan 
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beralihnya benda atau barang yang dijual itu tetapi baru akan menimbulkan 

perikatan yaitu bahwa pihak pembeli diwajibkan membayar harganya untuk 

beralihnya barang tersebut secara nyata harus ada penyerahan baik yuridis 

maupun nyata. Yang termasuk perjanjian obligator, yaitu: 

a.  Perjanjian sepihak dan timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah 

perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah 

pihak. Misalnya jual beli, sewa menyewa. Perjanjian sepihak adalah 

perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja, 

misalnya hibah. 

b. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah 

perjanjian dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak 

yang lain secara cuma-cuma. Perjanjian atas beban adalah perjanjian 

dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang 

lain dan keduanya saling berhubungan. Misalnya jual beli, sewa 

menyewa. 

c. Perjanjian Konsensual, Riil, dan Formil. Perjanjian konsensual adalah 

perjanjian yang terjadi dengan kata sepakat. Perjanjian riil adalah 

perjanjian selain diharuskan adanya kata sepakat juga diikuti dengan 

penyerahan barang, misalnya penitipan barang. Perjanjian formil adalah 

perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus 

dibuat dengan akta notaris, misalnya pendirian PT. 

d. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah 

perjanjian yang pengaturannya telah diatur dalam Buku III KUH Perdata. 
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Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak disebutkan dan 

tidak diatur dalam dalam KUH Perdata, dimana terdapatnya asas 

kebebasan berkontrak. Perjanjian-perjanjian lainnya, yaitu: 

1) Perjanjian Leberatoir adalah perbuatan hukum yang atas dasar 

sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada.
48

 

2) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku II 

KUH Perdata yang merupakan perjanjian untuk menyerahkan benda 

atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak 

kebendaan. 

3) Perjanjian pembuktian adalah para pihak bebas untuk mengadakan 

perjanjian mengenai alat-alat pembuktian yang akan mereka gunakan 

dalam suatu proses.
49

 

5. Unsur yang Merusak Kerjasama 

Kerjasama dalam sektor pertanian berbagai macam ulama memilki 

beberapa pandangan. Apabila sektor pertanian bisnis tersebut dilakukan 

dengan cara patungan, satu kontrak dibuat sekali, sebaiknya tidak diakhiri 

sampai hasil panen tersebut siap dijual. Semua ahli fiqh mengakui bahwa 

pembagian hasil panen merupakan suatu kontrak yang tidak dapat diakhiri 

sebelum penerima hasil dari hasil panen tersebut.
50

 Dalam kerjasama islam 
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ada istilah tah{kim atau ketetapan perjanjian kontrak yang harus disetujui 

dalam kasus kasus perselisihan dalam masalah persetujuan kontrak, hal ini 

diselesaikan dengan hakim atau arbitrator.
51

 Hapusnya suatu persetujuan 

dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila 

suatu persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari 

pada pembatalan berdasarkan wanprestasi yaitu Pasal 1266 KUH Perdata, 

maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan 

tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula 

ditiadakan. Akan tetapi, dapat juga terjadi bahwa persetujuan berakhir atau 

hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada 

tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri persetujuan, persetujuan sewa 

menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa 

atas sewa yang dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.
52

 

6. Hikmah Kerjasama 

Dalam transaski bisnis, membeli objek tertentu untuk disewakan 

kepada pihak lain merupakan hal yang lazim. Tanpa kepemilikan objek 

tertentu, perjanjian sewa menyewa tidak dapat diwujudkan.
53

 

C. Konsep Ijarah 

1. Definisi Ijarah 

Dalam kamus Lisan al-Arab, ijarah berarti upah atas suatu pekerjaan. 

Dengan mendasarkan pada trerminologi kebahasaan ini tergambar bahwa 

                                                             
51
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akad ijarah mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan 

pihak yang memperkerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan 

kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut. 

a. Imam Hanafi 

Akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan faidah pada 

pemilik manfaat yang jelas dari suatu benda yang disewakan dengan 

imbalan tertentu. 

b. Imam Malik ibn Anas 

Akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan pengertian 

kepemilikian atas manfaat yang dibolehkan (oleh syarat) untuk suatu 

masa yang jelas dengan suatu imbalan tertentu. 

c. Imam as-Syafi‟I 

Akad ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui secara jelas, 

mempunyai tujuan tertentu, memungkinkan untuk diserah terimakan dan 

terdapat upah yang jelas. 

d. Imam Ahmad ibn Hanbal 

Akad ijarah adalah akad atas sesuatu yang diperbolehkan (objeknnya) 

yang diketahui dengan jelas, bias diambil (upahnya) secara bertahap dan jelas 

dengan imbalan yang jelas. Dari berbagai macam rumusan definisi di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad ataupun perjanjian 

berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan jasa dari 
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manusia dalam waktu tertentu diseratai dengan imbalan atas pekerjaan atau 

perbuatan yang telah dilakukanya.
54

 

Sedangkan menurut terminology fiqh, ulama fiqh (fuqaha) memberikan 

batasan terminologi atas akad ijarah yang berbeda-beda redaksinya, walaupun 

mengarah kepada pada substansi yang sama. Berberapa definisi ijarah antara 

lain sebagai berikut: ijarah berasal dari kata al-ajru artinya „Ganti‟, upah atau 

menjual manfaat. Transaksi ijarah identik dengan jual beli, tetapi dalam ijarah 

pemilik dibatasi dengan waktu. Sedangkan secara istilah ia mengatakan 

bahwa ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa 

dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti 

dengan pemindahan hak pemilik atas barang.
55

 

Ketika satu pihak dengan pihak yang lain dari harta yang bergerak 

selain binatang dan kapal maka untuk mendapatkan imbalan disebut al- 

ijarah. Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa 

Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. 

Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa 

kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkah upah digunakan untuk 

tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gaji (upahnya) satu 

kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah 

dan sewa disebut ijarah.
56

 Dalam konteks substansi pembahasan ini yang 

dimaksud dengan ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang 
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No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 

yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan”.
57

 Manurut Dewan Peneliti Perubahan 

Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada 

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan di 

lakukan, befungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi 

kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di 

bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.
58

 

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan 

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.
59

 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk 

hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang 
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yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah 

ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Akad ijarah sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran 

manfaat/jasa secara normative-yuridis mempunyai sandaran yang kuat. 

Adapun landasan dari akad ijarah adalah al-Quran, al- Hadis, dan ijma para 

ulama. Disamping itu banyak sisi lain yang bias dijadikan sebagai legitimasi 

yuridis dari akad ini, yaitu yaitu pertimbangan- pertimbangan yang bersifat 

rasionalitas dan juga pembenaraan historis bahwa akad ini ada dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia.
60

 

Akad ijarah merupakan bagian dari akad jual beli yang unsur 

pentingnya adalah manfaat. Sedangkan hukum kebolehanya adalah ijma 

ulama yang mendasar pada kisah Nabi Syuaib yang mengangkat buruh Nabi 

Musa. Beberapa ayat al-Quran menjadi dasar legalitas akad ijarah, seperti 

halnya tercantum dalam surat Al- Baqarah ayat 233:  

عَهَٗ  َٔ ضَاعَتَ   ٌْ يُّتىَِّ انشَّ ٍْ اسََادَ اَ ًَ ٍِ نِ ٍِ كَايِهيَْ نيَْ ْٕ ٍَّ حَ لَادَُْ ْٔ ٍَ اَ انِذٰثُ يشُْضِعْ َٕ انْ َٔ

سْعَٓاَ  لَا تضَُاۤسَّ  ُٔ فِ لَا تكَُهَّفُ َفَْسٌ الِاَّ  ْٔ عْشُ ًَ ٍَّ باِنْ َٕ تُُٓ كِسْ َٔ  ٍَّ دِ نَّ سِصْقُُٓ ْٕ نُ ْٕ ًَ انْ

ٌْ اسََادَا فِصَالًا  اسِثِ يِثْمُ رٰنكَِ   فاَِ َٕ َٔ عَهَٗ انْ نذَِِ  َٕ دٌ نَّّ بِ ْٕ نُ ْٕ لَا يَ َٔ نذَِْاَ   َٕ انذَِةٌ بِ َٔ

ا   ْٕ ٌْ تسَْتشَْضِعُ ٌْ اسََدْتُّىْ اَ اِ َٔ ا  ًَ ِٓ سٍ   فلََا جُُاَحَ عَهيَْ ُٔ تشََا َٔ ا  ًَ ُُْٓ ٍْ تشََاضٍ يِّ عَ

ا   ْٕ ًُ اعْهَ َٔ   
اتَّقُٕا اّللهٰ َٔ فِ   ْٔ عْشُ ًَ ا اٰتيَْتىُْ باِنْ تىُْ يَّ ًْ لَادَكُىْ فلََا جُُاَحَ عَهيَْكُىْ  اِرَا سَهَّ ْٔ اَ

ٌَ بصَِيْ شَ                                                              ْٕ ُ ه ًَ ا تعَْ ًَ َ بِ
ٌَّ اّللهٰ  اَ
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
61

 

Dalam menyalurkan pembiayaan ijarah, Undang-Undang Perbankan 

Syariah memberikan penjelasaan bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah 

adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau barang 

atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahaan 

kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa DSN No.09/-MUI/IV/2020 tentang 

Pembiayaan ijarah memberikan akad ijarah yaitu akad pemindahaan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaraan sewa 

(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindaha kepemilikan barang itu sendiri.
62

 

3. Rukun ija<rah 

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi memiliki 

beberapa rukun yaitu: 

a. Pelaku akad, yaitu Mustaʻjir (penyewa) adalah pihak yang menyewa 

aset, dan Muʻjir/Muaʻjir (pemilik) adalah pihak pemilik yang 

menyewakan aset. 

b. Objek akad, yaitu maʻjur (asset yang disewakan), dan ujrah (harga sewa). 
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c. Si>gat, yaitu ijab dan kabul. 

4. Syarat Ijarah 

Syarat yang harus terpenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan 

yang pokok adalah: 

a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus 

tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 

b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab 

atas pemeliharaanya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat 

kepada penyewa. 

c. Akad ijarah diberhentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti 

memberi manfaat kepada penyewa. 

d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan 

sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, 

harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.
63

 

e. Sedangkan dalam bukunya Masduqi ada beberapa syarat yang tercermin 

dari berbagai pandangan imam madzhab, perbedaan imam madzhab 

tersebut bias menjadi refrensi dalam menjalankan akad ijarah tersebut. 

Syarat akad ijarah dikaitkan dengan beberapa rukunya diantaranya: 

1) Syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pihak yang berakad/muʻjir dan 

mustaʻajir: 

a) Menurut Madzhab Imam Syafi‟I dan Hambali, kedua orang 

yang berakad sudah berakal baligh, sementara menurut 
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Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup dengan 

batas mumayyiz dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. 

Bahkan golongan Syafi‟iyah memasuki persyaratan pada 'aqid 

termasuk rusyd. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas 

dasar rasionalitas dan kredibili-kredibilitasnya. Maka, menurut 

Imam Syafi‟I dan Hambali seseorang anak kecil yang baligh, 

bahkan Imam Syafi‟I menambahkan sebelum rusyd tidak dapat 

melakukan ijarah. Berbeda dengan kedua imam tersebut. Imam 

Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah mumayyiz dan 

atas seizin orang tuanya. 

b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. 

Orang yang sedang melakukan akad ijarah berada pada posisi 

bebas berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua 

belah pihak oleh siapapun. 

2) Syarat yang berkaitan dengan maʻqud alaih (objek sewa): 

a) Objek sewa bisa diserah terimakan; artinya barang sewaan 

tersebut adalah sah muʻjir (orang yang menyewakan) dan jika 

mustaʻjir (orang yang menyewa) meminta barang itu sewaktu-

waktu muʻjir dapat menyerahkan pada waktu tertentu.
64

 

b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara’, manfaat yang 

menjadi objek ijarah diketahui sempurna dengan cara 

menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa. 
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Berkaitan dengan “Waktu manfaat”, ada beberapa pandangan. 

Menurut Imam Syafi‟I, waktu manfaat atas barang sewaan harus 

jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Ia mencontohkan; “Apabila 

seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad per 

bulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidak jelasan 

dan pandangan batal”. Oleh sebab itu, untuk keabsahannya akad 

tersebut harus diulang setiap bulan. Berbeda dengan Imam 

Syafiʻi, Jumhur Ulama berpendapat lebih menekankan pada 

aspek kejadian rillnya. Maka, akad diatas dianggap sah dan 

mengikat dibulan pertama setelah dilakukan pembayaran. 

Sedangkan bulan berikutnya, jika terjadi pembayaran dianggap 

sah meski tanpa ada akad lagi. 

c) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (muʻjir dan mustaʻjir). 

d) Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, 

ulama fiqh sepakat bahwa penyewa memilki hak khiyar 

(memilih) untuk melanjutkan atau membatalkanya. 

e) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan dengan syara’. 

f) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa untuk 

melaksanakan sholat.
65

 Ada perbedaan pendapat tentang 

menyewa mua'dzin, menjadi imam shalat, mengajarkan al-

Qur‟an dan lain-lain: 
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(1) Madzhab Hanbali dan Hanafi tidak boleh menyewa orang 

untuk mua'dzin, Imam shalat, mengajarkan al-Qur‟an dan 

lain-lain, sebab hal tersebut menjadi sebuah bentuk 

pekerjaan yang taat, dan terhadap pekerjaan taat seseorang 

tidak boleh menerima gaji, berdasarkan riwayat Amr Bin 

Ash: “Apabila salah seorang diantara kamu dijadikan 

mua'dzin, maka janganlah kamu meminta upah atas adzan 

tersebut”. 

(2) Madzhab Maliki dan Syafi‟i: Boleh menerima gaji dalam 

mengajarkan al-Qur'an, karena pekerjaaan mengajarkan al-

Qur'an adalah pekerjaan yang jelas. Berdasarkan sabda 

Rasulullah yang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai 

mahar biasanya berbentuk harta meskipun demikian 

madzhab Syafiʻi tidak membolehkan menggaji orang untuk 

imam shalat. 

(3) Seluruh Ulama fiqh sepakat: boleh menerima gaji dari 

mengajarkan berbagai disiplin ilmu (termasuk ilmu agama), 

sebab merupakan fardhu kifayah.
66

 

5. Macam- macam Ijarah 

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya, terbagi menjadi dua: 

a. Ijarah yang bersifat manfaat 
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Ijarah yang bersifat manfaat seperti halnya sewa menyewa ruko, 

toko, kendaraan, dan lain sebagainya. 

b. Ijarah yang berisfat pekerjaan 

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan 

seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ijarah seperti ini diperbolehkan seperti 

buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan kemudian disebut dengan 

ijarah yang bersifat kelompok (musytarak). Demikian juga kemungkinan 

ijarah bersifat individual seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang 

kebun atau satpam.
67

 Adapun dalam konteks pembahasan ini peneliti 

memberikan beberapa gambaran terkait macam- macam buruh beserta 

kepastian hak kewajiban antara buruh dan majikan (pemlik lahan). Buruh 

khusus adalah orang disewa dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan 

pekerjaan. Seorang buruh menyerahkan dirinya kepada majikan untuk 

melakukan suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Selama masa kerja sesuai 

dengan waktu yang disepakati, pekerja ini tidak boleh bekerja pada orang 

lain.  

Apabila pihak penyewa membatalkan kontrak sewanya seblum 

berakhirnya masa kontrak, maka ia berhak mendapatkan imbalan penuh, 

kecuali pembatalan tersebut mendasarkan kepada alasan-alasan yang 

dapat dibenarkan oleh syarak. Tetapi jika pembatalan tersebut 

mendasarkan pada alasan-alasan syarʻi, maka ia mendapat upah sesuai 

dengan apa yang telah ia kerjakan. Buruh musytarak adalah orang yang 
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bekerja untuk lebih dari satu orang, dimana mereka secara bersama-sama 

memanfatkan, seperti tukang jahit, tukang kayu, tukang kebun. Buruh 

musytarak hanya memperoleh upah sesuai apa yang mereka kerjakan 

saja. Segala sesuatu resiko yang timbul akibat kelalaianya dalam 

melakukan pekerjaanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab buruh.
68

  

6. Jenis-jenis Ijarah 

Menurut berbagai imam madzhab, jumhur ulama memilki beberapa 

keterkaitan mengenai kesesuaian jenis –jenis ijarah namun dalam hal ini, 

pembagian jeni jenis ijarah, peneliti akan mengambil jenis-jenis ijarah secara 

umum. 

a. Ijarah „Amal 

Ijarah „amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang 

dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa 

disebut musta’jir dan pekerja disebut 'ajir, dan upah yang dibayarkan 

disebut ujrah. Dalam bahasa Inggris dari ujrah adalah fee.
69

 

b. Ijarah Aʻin 

Ijarah aʻin adalah akad ijarah dengan obyek berupa jasa dengan 

obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan 

secara sepesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan 

orangnya. menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dll. 

Dengan demikian istilah aʻin dalam konteks ini bukan aʻin yang menjadi 

lawan kata manfaʻah, tetapi „ain yang menjadi lawan kata dzimmah. 
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Dalam kontrak ijarah aʻin apabila terdapat cacat pada objek ijarah yang 

bisa mempengaruhi ujrah, maka mustaʻjir memiliki khiyar antara 

membatalakan ijarah atau melanjutkan. Sedangkan apabila objek 

mengalami kerusakan ditengah kontrak, maka akad ijarah menjadi batal. 

Sebab objek akad ijarah yang mengalami kerusakan telah ditentukan, 

sehingga pihak muʻajir tidak memilki tanggungan untuk menggantinya 

dengan objek lain.
70

 

Ijarah aʻin ialah jenis ijarah yang berkaitan dengan penyewaan 

asset dengan tujuan mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus 

memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain yang 

dipindahkan hanya manfaat (ussfruct). Ijarah aʻin didalam bahasa Inggris 

adalah term leasing. Dalam akad ijarah „ain, tidak terdapat klausul yang 

memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama 

masa sewanya atau diakhir masa sewa. Pada akad ijarah aʻin yang 

menjadi objek sewa menyewa adalah barang.
71

 

c. Ija<rah al-Mutahaiya Bi al-Tamli>k 

Dalam akad ijarah uga dikenal dengan akad al -ija>rah al- 

Muntahaiyah bi al-tamli>k (sewa beli). Akad ini sekilas sama dengan 

ijarah yang tanpa mengenal waktu. Mustaʻjir sama- sama dapat 

mempergunakan objek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya 

terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya ada pada akad yang 

dilakukan diawal perjanjian. Akad al -ija>rah al- Muntahaiyah bi al-
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tamli>k adalah sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau 

lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas 

barang yang disewa yang diakhiri dengan penyewa atas barang yang 

disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.
72

 Pilihan 

untuk menjual barang diakhiri masa sewa biasanya diambil bila 

kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relative kecil.
73

 

7. Unsur –Unsur Yang Merusak Akad Ijarah 

Hal-hal yang dapat merusak atau berakhirnya akad ijarah: 

a. Menurut ulama Hanafi, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya 

salah seseorang yang melangsungkan akad, sedangkan ahli waris tidak 

memilki hak untuk merusakanya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah 

itu tidak batal, tetapi diwariskan. 

b. Pembatalan akad adalah terjadinya kerusakan pada yang disewa. Akan 

tetapi menurut ulama lainnya kerusakaan pada barang sewaan tidak 

mengakibtakan habisnya ijarah, tetapi diganti selagi masih dapat diganti. 

c. Habis waktu kecuali kalo ada udzur.
74

 

8. Hikmah Akad Ijarah 

Hikmah adanya akad ijarah ialah kita dapat membantu satu sama lain 

dalam perihal perekonomian, pertanian, pembangunan dengan membayar 

upah jasa, barang atau benda yang menjadi salah satu objek dari akad ijarah 

Di sisi yang lain mampu memberikan efektivitas waktu, tenaga dan fikiran 
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dalam menjalankan roda perekonomian. Disisi lain bisa menjadi hal asas 

tolong menolong kepada sesorang yang membutuhkan jasa maupun barang 

dengan upah sesuai dengan kesepakatan bersama.
75
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah peneliti campuran (mix research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencampurkan antara jenis 

penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (literature).
76 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, 

yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk 

mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam 

suatu latar yang berkonteks khusus.
77 

Dikarenakan penelitian ini adalah jenis 

penelitian campuran maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-

data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dan pengumpulan data yang 

bersumber dari kepustakaan. Metode analisis yang digunakan metode deduktif. 

Penelitian kualitatif dicirikan dengan kehadiran peneliti di lapangan, sebab 

dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai intrumen kunci, sedangkan yang 

lainnya hanya sebagai penunjang. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti 

merupakah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam 

penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta 

atau ikut andil dalam penelitian tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

bersifat pengamat penuh dan secara langsung hadir ditengah-tengah informan 
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untuk mengamati perilaku pelaku sewa menyewa jasa dan penyuntikan pupuk 

injeksi.
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Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh sebagian dari informan yang diteliti. 

Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini 

bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.
78 

Dalam hal ini akan langsung 

mengamati dan meneliti tentang Akad Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi 

Tanaman Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga 

mengguanakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung 

dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai 

dengan masalah yang diangkat. 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Bahwa subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang 

menjadi urusan manusia sebagai peneliti, kita harus melakukan penataan 

terlebih dahulu agar pada waktunya sudah sampai pada saat pengumpulan 

data, subjek tersebut sudah dalam keadaan siap. Untuk dapat mencapai 

keadaan demikian peneliti seyogyanya mengadakan “Kontak” dengan orang 

yang mengurusi tentang calon subjek yang dimaksud. Didalam teori 

komunikasi antara pribadi dijelasakan bahwa setiap manusia memiliki 

kepentingan tersendiri. Orang akan merasa tidak enak, kecewa, sakit hati, dan 

lain-lain jenis perasaan negative apabila kepentingannya terganggu ataupun 

dikurangi oleh orang lain. Atas dasar pengertian tersebut dalam komunikasi 

antara pribadi setiap orang yang berkepntingan dan bersangkut paut dengan 
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komunikasi tersebut harus saling mengupayakan agar tidak terjadinya 

pergeseran kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, sebelum seseorang 

menjalankan kepentingan kepentingan atas orang lain maka terlebih dahulu 

maka harus melakukan penjagan dan memperhitungkan kepentingan orang 

lain tersebut. Seorang peneliti yang akan meminta orang lain sebagai subjek 

penelitian atau bertanggung jawab tentang subjek penelitian harus bertindak 

hati-hati menenggang rasa dengan orang tersebut.
79

 Peneliti mengambil 

Subjek dari penelitian ini adalah pihak dari Mitra Tani Organik. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini ialah penulis akan meneliti mengenai akad 

kerjasama penyuntikan pupuk injeksi menurut tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah. 

B. Sumber Data 

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan 

dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data 

merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus 

menggungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik asli pada 

satu sisi. Disisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan.
80

 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memberikan 

informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan 

dalam penelitian kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan 
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langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut 

berupa wawancara secara langsung, wawancara dilakukan dengan tatap 

muka, mencatat dan media lainya. Dalam hal ini peneliti bertatap muka 

langsung dengan pemilki, aplikator dan orang yang bekerjasama dengan 

Mitra Tani Organik, dan melihat proses yang dilakukan Mitra Tani Organik 

dalam melakukan akad kerjasama. 

2. Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
81

 Bagi 

kalangan praktisi, bahan hukum skunder ini bukan tidak mungkin sebagai 

panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam 

persidangan atau memberikan pendapat hukum. Sudah barang buku-buku dan 

artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan 

apa yang hendak diteliti. Dapat saja buku atau artikel mengenai masalah yang 

lain daripada objek penelitian dijadikan rujukan asalkan memang ada 

keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut.
82

 Dalam penelitian ini, bentuk 

sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

jurnal, karya-karya, dan hasil dari berbagai penelitian yang berwujud laporan 

dan sebaginya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

C. Pendekatan Penelitian 
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Pendekatakan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. 

Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang 

akurat dan sesuai dengan dasar hukumnya, dalam penelitian ini adalah dengan 

mengkaji Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pendekatan empiris adalah 

pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari Mitra Tani Organik. 

Yakni suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam hal 

atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya 

terjadi diantaranya sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati 

atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, 

benda mati, ataupun alam. Observasi  menurut Arikunto  ialah kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra.
83

 Observasi yang didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus 

terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 

mengungkap faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang 

mengaturnya.
84

 Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan 

dengan Akad Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman Prespektif 

Hukum Ekonomi Syariah dengan cara melakukan pengamatan langsung 
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untuk mengambil data primer maupun sekunder mulai dari latar belakang, 

mekanisme, sistem dan praktik yang dilakukan oleh Mitra Tani Organik dan 

pemilik pohon berbuah tersebut. 

 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden.
85

 Wawancara merupakan interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan yaitu 

melakukan wawancara, meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang 

diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.
86

 Wawancara 

kualitatif adalah proses yang melelahkan bagi pewawancara, termasuk 

mendengar, memproses informasi, dan merencanakan tahap selanjutnya dari 

wawancara secara bersamaan. Pewawancara membutuhkan pengetahuan yang 

jelas tentang tujuan wawancara, fokus praktis maupun teoritis peneliti dan 

konteks yang mempengaruhi jawaban-jawaban reponden. 

Pada sisi wawancara yang baik sangat berbeda dengan “Percakapan 

formal”, kecuali mungkin punya kesamaan artifisial dengan percakapan 

dimana seseorang menceritakan kisah hidup mereka kepada orang asing 

dikereta.
87

 Seperti yang dikemukakan Frey et al., kadang-kadang peneliti 

menghendaki relawan untuk menjadi subjek penelitian, kadang- kadang pergi 
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kelapangan dan memohon orang-orang yang mereka dapat diajak bicara, dan 

kadang- kadang pula mereka mulai dengan mewawancarai dengan orang-

orang yang sudah mereka kenal dan dari sana mereka meminta rujukan 

mengenai siapa lagi orang yang mempunyai pengalaman atau karakteristik 

serupa. Kontak yang baru ini juga menunjukan orang lainya yang seperti 

mereka juga, jadi prosesnya seperti bola salju (snowball), sampai peneliti 

memilki jumlah subjek yang memadai. Frey et al. menambahkan, 

pertimbangan terpenting dalam pemilih sample ini adalah sampai seyogyanya 

bervariasi dilihat dari berbagai ciri demografisnya, sehingga hasilnya tidak 

menyimpang karena factor sosio, ekonomi, gender atau keperibadian yang 

tidak relevan, dan diperkaya oleh data dari orang orang yang berkelainan 

dalam ciri-ciri tersebut. 

Penggunaan wawancara tidak tersetruktur dimulai dengan kata bersifat 

terbuka, sepertinya “Bagaimana,” “Apakah,” dan “Mengapa.”  )pertanyaan 

bahkan dapat diajukan dalam bahasa daerah, kalo diyakini bahwa responden 

akan lebih terbuka).
88

 Pada praktiknya peneliti menyiapkan beberapa 

pertanyaan untuk diajukan kepada pemilik Mitra Tani Organik, aplikator dan 

orang yang telah bekerjasama denga Mitra Tani Organik adapun nama-nama 

yang menjadi objek wawancara sudah peneliti lampirkan pada halaman 

romawi lampiran depan adapun hasil wawancara sudah peneliti lampirkan 

pada lampiran akhir, dengan jumlah 1 pemilik Mitra Tani Organik, 1 
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aplikator dan 7 orang yang melakukan kerjasama dengan Mitra Tani Organik 

data yang kami ambil sudah menjadi bukti wawancara yang kuat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang 

berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya.
89

 Dan peneliti ini peneliti diperlukan dengan 

mengambil gambar, memfotocopy berkas-berkas yang diperlukan. 

E. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan 

kedalam suatu pola, kategori dan dan uraian dasar (Patton, 1980:268). Analisis 

data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instumen yang 

dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam peneliti atau untuk 

menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Data yang terkumpul 

tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, penyajian data ini 

adalah dalam rangka untuk memperlihatkan data kepada pembaca tentang realitas 

yang sebenarnya terjadi sesuai dengan focus dan tema penelitian, oleh karena itu 

sata yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang berkaitan dengan 

tema bahasa saja yang perlu disajikan. Secara umum data yang disajikan untuk 

dianalisa tersebut dapat berupa karakteristik wilayah dan sempel kasus penelitian. 

Penyajian data dimensi seperti ini diharapkan dapat memperlihatkan kepada 

para pembaca settings atau konteks yang lebih sepesifik dan penelitian yang 

sedang mereka baca. Kedua adalah data berupa penemuan peneliti. Data ada 
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baiknya dapat disajikan dari bentuk yang sangat sederhana (univariate seperti 

distribusi frekuensi), kemudian diakhiri dengan penyajian table analisis 

multivariate. Penyederhanaan alur penyajian data tersebut diharapkan dapat 

membantu para pembaca pelaporan penelitian kita dapat memahami keutuhan 

laporan secara integratif.
90

 Data ini di olah menggunakan metode deduktif yang 

berangkat dari realita yang bersifat umum. 
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BAB IV 

PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK 

KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI DI MITRA TANI 

ORGANIK 

A. Gambaran Umum tentang Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten 

Banjarnegara 

1. Sejarah Desa Kecepit 

Pada zaman dahulu Desa Kecepit menjadi salah satu desa di Kabupaten 

Banjarnegara yang menjadi markas tentara Republik Indonesia. Nama 

Kecepit diambil dari nama seorang prajurit Kerajaan Majapahit yang sedang 

berlindung dari serangan Belanda karena prajurit yang dipimpinya banyak 

yang terluka pemimpin prajurit itu bernama “Brawijaya” yang biasa dipanggil 

Ki Jopit” )Ki Majapahit( oleh masyarakat desa. Pada saat istirahat Ki 

Brawijaya dengan posisi duduk Jengkang disebuah dukuh dan kemudian 

dukuh itu diberi nama Pejongkengan. Ki jopit juga mendirikan padepokan di 

Desa Kecepit tepatnya di Dukuh Brawit. Nama Brawit sendiri diambil dari 

nama Brawijaya, karena pada saat meninggal Ki Jopit atau Ki Brawijaya 

dimakamkan didaerah tersebut. Namun masayarakat lebih akrab memanggil 

nama dukuh terebut dengan nama Mbrewit.
91

 

Sampai saat ini makam Ki Jopit masih terrawat dengan baik oleh 

masyarakat sekitar. Selain makam Ki Jopit juga terdapat beberapa macam 

peninggalan sejarah, beberapa peninggalan yang masih utuh, seperti sekolah 
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rakyat, masjid dan markas tentara bangunan tersebut dibuat pada saat masa 

pemerintahan kolonial Belanda.  Desa Kecepit juga masih banyak terdapat 

rumah pejabat yang sering disebut oleh warga sekitar sebagai joglo atau balai. 

Rumah tersebut adalah rumah dari kepala desa yang pertama “Kerti 

Manggala I” dan Rumah seorang guru yang bernama “Roliaah”. 

Di desa ini dari zaman dahulu sampai sekarang suasana keagamaan 

sangat kental, para pemuda dan pemudi selalu pergi kemasjid untuk 

beribadah. Walapun Padepokan yang didirikan Ki Jopit sudah tidak ada tetapi 

suasana keagamaan masih sangat terasa dan terus terjaga oleh masyarakat. Di 

sisi lain sebagai bentuk penghormatan sebagai salah seorang yang telah 

melakukan syiar didaerah tersebut hingga masyarakat menyebutnya dengan 

Desa Kecepit.
92

  Desa Kecepit berbatasan dengan desa lain yang masih satu 

kecamatan yaitu: 

a. Batas sebelah utara  : Desa Kelapa 

b. Batas sebelah selatan : Desa Sambong 

c. Batas sebelah timur  : Desa Karangsari 

d. Batas sebelah barat  : Desa Danakerta 

Desa Kecepit memiliki luas wilayah kurang lebih 487,8 Ha dengan 

klasifikasi 8,00 ha untuk lahan persawahan, 439,00 ha untuk tanah kering, 

0,00 ha untuk tanah basah, 0,00 ha sebagai tanah perkebunan dan 40,69 ha 

digunakan untuk fasilitas umum. Desa Kecepit memilki 3 pendukuhan yaitu 
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dusun 1,2 dan 3. Jumlah kepala keluarga di Desa Kecepit bermata 

pencaharian sebagai petani dan buruh petani. 

2. Demografi desa kecepit 

Desa Kecepit ditempati sekitar 1780 Kepala Keluarga (KK). Adapun 

rincian sebagai berikut: 

Jumlah penduduk Berdasarkan Gender 

No Indikator Total 

1 Jumlah penduduk 6290 

2 Jumlah laki laki 3118 

3 Jumlah Perempuan 3164 

4 Jumlah KK 1780 

 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang 

kemajuan Desa Kecepit.
93

 Berebagai program telah dilakukan oleh 

pemerintah desa untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari 

segi fisik maupun non fisik seperti yang tercantum dalam APBDes (Anggaran 

pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2019. Dari hasil wawancara dan 

obeservasi kami. Dapat disimpulkan beberapa problem pendidikan Desa 

Kecepit adalah sebagai berikut: 

1. Faktor anak yang tidak/enggan bersekolah 
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2. Faktor ekonomi dari keluarga yang menghambat jalanya pendidikan 

anak. 

Dari problem tersebut muncul beberapa masyarakat yang mata 

pencaharianya sebagai petani dengan meneruskan sawah milik keluarga dan 

buruh petani.
94

 

B. Gambaran Umum Tentang Praktek Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi 

Tanaman di Mitra Tani Organik  

1. Latar belakang berdirinya Mitra Tani Organik 

Mitra Tani Organik didirikan dari orang yang akrab dipanggil Usman 

Widiono, kemampuan Pak Usman menekuni dunia bengkel, obat-obatan hasil 

fragmentasi tanaman herbal, lebih khususnya skill dalam pengaplikasian dan 

pengelolaan tanaman sebagai obat sekaligus pupuk. Sejak duduk di bangku 

kuliah di Yogyakarta, Pak Usman juga jauh dari keahilan semasa kuliah, 

beliau mengambil kuliah dijurusan seni musik. Namun, beliau menyadari 

bahwa jurusan yang diambil bukan menjadi salah satu passion melainkan 

hanya sekedar hobbi. Pak Usman pernah mengenyam salah satu pendidikan 

dipesantren dan mempelajari beberapa kitab karangan ulama-ulama ditimur 

tengah. Salah satunya kitab yang mempelajari tentang Tabbib, hingga 

akhirnya beliau beberapa kali melakukan experiment membuat obat-obat dari 

tanaman yang  memiliki hasiat sesuai dengan kegunaan masing-masing 

selama enam tahun, selama proses experiment menemui beberapa kegagalan 

reaksi dalam tanaman yang disuntiknya, hingga akhirnya ada beberapa 
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tanaman yang kering saat melakukan uji coba tersebut.
95

 Belajar dari 

beberapa kesalahan dan kegagalan akhirnya proses experiment mampu 

memberikan hasil yang maksimal. Dari sini pak Usman memberanikan diri 

untuk membuat nama untuk pupuk organik yang dimilikinya, Mitra Tani 

Organik berdiri tanggal 19 januari 2019.
96

 

Dengan munculnya Mitra Tani Organik memilki legitimasi kuat dimata 

masyarakat perihal keunggulan pupuk organik. Dikarenakan memiliki batas 

wajar pertumbuhan tanaman berbuah pada umum, Suatu ketika Univeritas 

ternama di Jawa Barat yaitu: Institut Tekhnologi Bandung, Univeritas 

Padjajaran serta salah satu Universitas di Sidorajo pernah melakukan uji 

laboratorium kandungan-kandungan yang ada dalam pupuk organik hasil 

fragmentasi yang dilakukan Pak Usman. Hasil penelitian kandungan pupuk 

organik hanya mencapai batas kandungan NH3, Pak Usman pada saat itu 

tidak memberikan detail kandungan kandungan yang ada dalam pupuk 

tersebut.  Hingga pada akhirnya uji laborat hanya mencapai batas kandungan 

NH3. Karena baginya, salah satu upaya menjaga hasil karya kita ada ide yang 

harus dirahasiakan. Melihat kondisi yang demikian Pak Usman memutuskan 

pupuk tersebut tidak diperjual belikan karena belum ada perizinan yang sah 

secara legalitas. Munculah, ide untuk melakukan kerjasama dengan para 

petani yang memiliki tanaman berbuah, experiment tersebut dilakukan selama 

kurang lebih enam tahun untuk pembuatan pupuk injeksi tanaman. 

2. Maksud dan Tujuan didirikannya Mitra Tani Organik 

                                                             
 

96
  Usman Widiono, Pemilik Mitra Tani Organik, Wawancara pada tanggal 13 September 

2020 



62 
 

 

Hal yang melatar belakangi berdirinya Mitra Tani Organik merupakan 

kacamata kondisi geografis petani dengan seiring perkembangan zaman 

muncul berbagai macam produk pupuk kimia, Pak Usman memiliki harapan 

besar agar nantinya Mitra Tani Organik mampu menjadi solusi untuk melepas 

ketergantungan masyarakat kepada pupuk-pupuk yang berbahan kimia, Sudut 

pandang masyarakat terkait maraknya pupuk kimia ada beberapa tekstur 

tanah serta kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan pupuk 

kimia hingga pada akhirnya, tanaman berbuah milik petani ada yang mati, 

serta maraknya pembelian pucung bunga kembang atau dalam istilah jawa 

menyebutnya tebasan. Melihat kondisi yang memperihatinkan muncul 

gagasan serta keinginan tinggi menciptakan pupuk fragmentasi, menjadi 

penyebab motivasi tinggi untuk melakukan experiment pembuatan berbagai 

jenis pupuk organik.
97

 

3. Jenis-jenis pupuk Mitra Tani Organik 

Jenis pupuk yang dibuatnya ada dua macam jenis pupuk: 

a. Pupuk Stretching 

Pupuk Strecthing merupakan salah satu hasil experiment yang 

dibuat Pak Usman dengan melakukan berbagai macam tanaman palawija 

seperti halnya bawang putih, kunyit, lengkuas dan lain sebagainya. 

Proses Fragmentasi tersebut dilakukan kurang lebih 3 tahun untuk 

menghasilkan proses pupuk yang maksimal. Pupuk stretching berguna 
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untuk mengurai kadar air yang ada dalam pohon sehingga proses 

pembuahan yang dihasilkan pohon tersebut mampu berbuah maksimal. 

b. Pupuk Nutrisi 

Pupuk Nutrisi merupakan salah satu hasil experiment yang dibuat 

Pak Usman dengan melakukan proses fragmentasi dari beberapa enzim 

yang ada dalam sapi seperti halnya enzim murni, asam amino, kotoran 

hewan dan mikroba. Proses fragmentasi dilakukan kurang lebih sekitar 5 

bulan untuk menghasilkan besarnya kadar NH3 pada pupuk tersebut.
98

 

Kegunaan dari nutrisi tersebut ialah untuk menjaga kesehatan tanaman 

dari hama, dan penyakit lain yang sering kali menjadi salah satu perusak 

dari kesempurnan buah yang dihasilkan serta memberikan resparasi pada 

tanaman. 

Sebelum akhirnya menggeluti dunia pupuk dan obat- obatan herbal 

beliau juga memilki bengkel mobil khusus merk chevrolet kemampuan 

mendalami dunia mekanik berawal dari keuletan serta kegemaran beliau 

dalam memformulasikan sesuatu hal, muncul menjadi salah satu keahilan 

yang dimiliki. Pak Usman, memilih bahwa bengkel merupakan salah satu 

pekerjaan utama sedangkan melakukan proses experiment merupakan 

bagain dari mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, serta mengagap 

bahwa melakukan proses kerjasama penyuntikan pupuk merupakan 

pekerjaan sampingan yang beliau tekuni. Awal mula Pak Usman 

mengenalkan pupuk organik dengan para tetangga sekitar serta 
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menceritakan keunggulan pupuk tersebut. Tetangga yang mengamati 

pertumbuhan hasil penyuntikna pupuk tersebut akhirnya, para tetangga 

mencoba untuk melakukan kerjasama menyewa jasa untuk merawat, 

menyuntik hingga memanen. Kesepakatan yang dilakukan Mitra Tani 

Organik berbeda beda dalam melakukan sewa jasa serta pupuk, 

perawatan, menganalisis banyak kembang yang tumbuh dan bahkan ada 

yang melakukan kerjasama pada sisi penjualan buah dilakukan oleh 

pihak Mitra Tani Organik.
99

 

Pak Usman melakukan disetiap moment perkumpulan bersama 

teman teman bengkel, teman-teman semasa sekolah dengan menawarkan 

jasa penyuntikan pupuk tanaman tersebut. Hingga pada akhirnya 

sekarang Pak Usman berhasil memiliki 25 aplikator disetiap kabupaten 

yang ada di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, serta memiliki 15 

buruh disetiap satu aplikator. Para aplikator yang diberikan kepercayaan 

dengan Pak Usman diadakan pelatihan cara menempatkan lobang batang 

pohon yang benar, analisis bunga, analisis kadar air, penggunaan pupuk 

pelatihan dilaksanakan selama satu bulan. 

4. Struktural Mitra Tani Organik 

Mitra Tani Organik memilki bagian dari pada tugas tugasnya: 

a. Pemilik Pupuk 

Pemilik ialah orang yang berhasil menciptakan suatu karya 

experiment yang telah teruji serta memiliki hak sepenuhnya. Adapun hak 
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pemilki dalam Mitra Tani Organik ialah mendapatkan 10% dari setiap 

aplikator yang sudah dibagi dengan pemilik lahan yang telah melakukan 

kerjasama. Adapun kewajiban yang harus dilakukan pemilik ialah 

menyediakan peralatan penyuntikan, menyediakan pupuk stretching dan 

pupuk nutrisi serta mengadakan pelatihan terkait teknis penyuntikan dan 

inti dari kerjasama.
100

 

b. Aplikator 

Aplikator ialah seseorang yang memilki keahilan tertentu, serta 

mampu mengaplikasi sesuai dengan standar oprasional yang diterapakan 

oleh suatu Mitra/Perusahaan. Adapun hak aplikator ialah mendapatkan 

setengah hasil dari hasil panen yang sudah dilakukan kerjasama dengan 

pemilik lahan sebagai upah atas perawatan, pengelolaan, analisis bunga 

tanaman berbuah dan lain sebagainya adapun hasil 50% tersebut nantinya 

dibagi 10% kepada pemilik pupuk. Kewajiban menawarkan jasa 

perawatan, pemupukan injeksi dengan orang yang memilki lahan 

tanaman berbuah untuk diajak kerjasama dengan Mitra Tani Organik, 

melakukan pengamatan dari bentuk buah, batang dan pohon. 

1) Buah: Apabila buah terlihat mengkilap, besar tidak ada lalat buah 

serta jumlah buah yang banyak merupakan kepuasaan yang 

diharapakan dari Mitra Tani Organik. 

2) Batang: Tidak ada hama di batang pohon, daun terlihat segar dan 

mengkilap serta batang tidak rontok merupakan kepuasaan yang 
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diharapakan dari Mitra Tani Organik. 

3) Pohon: Perkembangan cepat besar, bunga pohon terlihat lebat 

merupakan kepuasaan yang diharapakan dari Mitra Tani Organik. 

Dari kemungkinan kemungiknan tersebut hasil panen tidak bisa 

diprediksi berapa jumlah yang mampu dipanen setiap satu pohon. Pada 

dasarnya dalam 1x1 panen disuntik 80cm lubang dan 4 lubang di 

stretching, namun hasil panennya berbeda antara pohon satu dengan yang 

lain. Dari sini ada beberapa perbedaan pendapatan dalam proses 

kerjasama.
101

 

a. Buruh 

Buruh ialah seseorang yang mendapatkan kepercayaan untuk 

melakukan sesuatu tanpa adanya ikatan kontrak yang kuat. Adapaun hak 

buruh ialah mendapat upah atas panen yang dilakukan aplikator/pemilik 

tanah dengan upah yang disepakati pada saat itu. Serta kewajiban yang 

harus dipenuhi ialah memanen seluruh buah yang ada dalam pohon 

tersebut. 

Dengan standar oprasional yang diterapkan di Mitra Tani Organik 

belum dikodifikasi sebagai salah satu dokumen milik Mitra Tani Organik 

dan kurangnya keamanan dalam melakukan tindakan kerjasama 

seringkali terjadi beberapa kecelakan kerja saat menyuntik tanaman, 

memanen buah dan metode dalam melakukan kerjasama. Kasus yang 

terjadi dengan adanya kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik 
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dengan pemilik tanaman banyaknya pohon yang harus dirawat, tidak ada 

hasil yang jelas, kejujuran, kepercayaan serta tidak ada pencatatan akad 

yang jelas mengakibatkan Mitra Tani Organik sering mendapat kerugian. 

Pada tahun 2019 ada sekitar 3000 pohon yang telah melakukan 

kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan Mitra Tani 

Organik dan hampir setengah dari hasil tersebut dinyatakan rugi. Namun, 

pemilik lahan, aplikator tidak memberikan hak pemilik sesuai dengan 

kesepakatan yang dilakukan, ketidak jujuran serta mengingkari kerap kali 

terjadi. Aplikator sering mengalami kerugian apabila pemilik lahan 

memilih untuk jasa panen dilakukan dari luar Mitra Tani Organik karena 

menginginkan dipetik serta dijual sendiri.
102

 Dengan banyaknya tanaman 

yang digarap serta tidak ada pencatatan yang intensif. Pada hakikatnya 

posisi buruh dalam Mitra Tani Organik ialah ada ketika dibutuhkan untuk 

memanen buah.
103

 

5. Teknis Kerjasama Mitra Tani Organik 

Teknis Kerjasama Mitra Tani Organik ialah pemilik serta aplikator 

menawarkan jasa penyuntikan pupuk injeksi, jasa perawatan, pemupukan dan 

analisis pohon, kepada pemilik tanaman berbuah. Apabila pemilik hendak 

kerjasama maka dari pihak Mitra Tani Organik baik pemilik/aplikator 

menawarkan sistem kerjasama yang mana masing masing memiliki hak dan 

kewajiban, adapun hak dan kewajiban itu ialah: 
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a. Hak Pemilik/Aplikator (Mitra Tani Organik)  

1) Pemilik/Aplikator (Mitra Tani Organik) menawarkan jasa perawatan, 

penyuntikan injeksi kepada pemilik lahan. 

2) Mendapatkan upah dari hasil panen sebesar 50% yang belum 

diketahui hasil pasti jumlah panen. Aplikator yang telah memenuhi 

kewajiban merawatkan, menyuntik dll. Maka aplikator berhak 

mendapatkan bagian 50% dari bagi hasil panen dengan pemilik 

lahan, kemudian aplikator memberikan 10% kepada pemilik pupuk 

sebagai jasa penggunaan pupuk. 

3) Memberikan penawaran terkait panen apakah akan dipanen dari 

pihak pemilik/aplikator (Mitra Tani Organik) atau dipanen sendiri. 

Apabila dipanen pemilik/aplikator (Mitra Tani Organik) maka biaya 

panen ditanggung pemilik/aplikator (Mitra Tani Organik) dengan 

mengambil upah panen untuk diberikan sebagai upah kepada buruh 

panen tanpa mengurangi prosentase pemilik lahan maupun dari 

pihak pemilik/aplikator (Mitra Tani Organik) dan apabila yang 

memanen dari pihak pemilik maka biaya panen ditanggung dari 

pihak pemilik lahan tanpa mengurangi dari hasil panen. 

4) Menawarkan apakah buah hasil panen dijual oleh pemilik/aplikator 

(Mitra Tani Organik) atau diserahkan kepada pemilik lahan untuk 

dijual sendiri. 

b. Kewajiban Pemilik/Aplikator (Mitra Tani Organik) 
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1) Mendapatkan upah hasil dari panen yang telah disepakati di awal 

akad. 

2) Menyuntikan pupuk injeksi, pemupukan, memanen dan meneliti 

selama 2 minggu sekali. 

c. Hak Pemilik lahan 

1) Berhak untuk menyepakati kerjasama 

2) Mendapatkan upah 50% dari hasil panen 

3) Berhak menentukan buruh panen 

4) Berhak menentukan penjualan hasil panen 

d. Kewajiban Pemilik Lahan 

1) Menyediakan Tanaman berbuah yang ingin digarap 

2) Menyediakan buruh panen jika diperlukan 

Didalam proses kerjasama yang dilakukan pemilik/aplikator (Mitra 

Tani Organik) kepada pemilik lahan tidak ada kerjasama secara tertulis, 

tidak ada target yang disepakati, tidak ada kepastian hasil panen, ada 

berbedaan hasil panen antara pemilik lahan satu dengan yang lain dan 

apabila terjadi gagal panen maka resiko ditanggung bersama. 

Pemilik/Aplikator (Mitra Tani Organik) rugi perawatan, pupuk dan 

tenaga yang dikeluarkan selama proses sewa jasa. Serta apabila saat telah 

melakukan kerjasama sampai pada tahap penyuntikan maka pihak 

pemilik lahan berhak pembayar pupuk, Pemilik/Aplikator (Mitra Tani 

Organik) membadrol harga persatu lobang seharga Rp. 75.000 dan 
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konsekuensi tersebut telah disepakati pada saat awal melakukan akad 

kerjasama secara lisan.
104

 

C. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap model Kerjasama 

Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman 

Islam merupakan agama yang sempurna, dengan banyaknya kesempurnaan 

semua aktivitas manusia memilki beberapa aturan yang menjadi sebuah batasan 

untuk melakukan sesuatu hingga tata cara dalam ekonomi dan perdagangan. 

Dagang dan aktivitas ekonomi sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw, 

Rasullah melakukan aktivitas ekonomi dengan etika yang baik seperti tidak 

menipu, menjadikan barang yang dijual ada manfaatnya, serta memberikan upah 

kepada seseorang yang ikut serta dalam proses aktivitas dagang. Salah satu tujuan 

ekonomi islam adalah mensejahterakan secara bersama-sama bukan untuk 

perorangan. Sehingga untuk membangun usaha, islam juga memperhatikan tujuan 

utama ekonomi islam tersebut. Dalam islam tidak diperkenankan orang yang 

mempunyai usaha kemudian melibatkan orang lain dalam usahanya mencari 

keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain yang 

terlibat dalam usahanya. Apabila ia mempekerjakan orang lain, maka dia harus 

memberikan upah yang sesuai dengan hasil yang dilakukan orang tersebut atau 

sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Begitu pula, apabila 

mereka melakukan proses kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan 

usahanya. Seperti sabda Rasulullah SAW: Dalam Hadis riwayat Bukhari 

dijelaskan bahwa: 
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ٍْ سَعِيْذِ  ٍْ انَُّبيِِّ صَهَّٗ اّللهُ عَ ُُّْ عَ ٍْ أبَيِ ْشَُيْشَةَ سَضِيَ اّللهُ عَ ٍِ أبَيِ سَعِيْذٍ عَ بْ

وَ انقْيِاَيَتِ، سَ جُمٌ أعَْظَ  ْٕ ٓىُْ يَ ًَ سَهَّىَ قاَلَ : قاَلَ اّللهُ تعََالَ : ثلَاثَتٌَ أََاَ خَصْ َٔ  ِّ عَهيَْ

ا فأَكََمَ  َٔ سَ جُمُ باَ عَ حُشًّ فيَ  بيِ ثىَُّ غَذَسَ،  ْٕ َٔ سَ جُمٌ اسِْتأَْ جَشَ أجَِيْشًا فاَسْتَ  ،ُُُّ ًَ ثَ

ِّ أجَْشَُِ  نىَْ يعُْطِ َٔ  ُُّْ  .يِ

 
Dari Sa‟id bin Abi Sa‟id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau 

bersabda, “Allah SWT berfirman, Tiga golongan yang Aku menjadi lawan 

mereka pada hari kiamat, (yaitu): orang yang memberi karena Aku 

kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan 

harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan 

pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.
105

 

 

Dengan ini peneliti telah melakukan pengamatan tentang proses kerjasama 

yang dilakukan oleh mitra tani organik belum memenuhi ketentuan akad yang 

peneliti kaji. Peneliti mengambil kajian hukum ekonomi syariah bahwa dalam 

seseorang melangsungkan akad harus terpenuhi beberapa hal agar pelaksanaan 

kerjasama dapat sesuai dengan syariat islam, dalam syariat akad merupakan 

proses ijab kabul kepada seseorang yang melaksanakan transkaksi. Seseorang 

yang hendak melakukan akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.  

Adapun rukun akad ialah orang yang berakad, objek akad dan ijab kabul.
106

  

Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan 

dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Ijab adalah ungkapan yang dilontarkan 

oleh pemilik barang walaupun datangnya kemudian. Sedangkan kabul adalah 

ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki 

barang/menguasai barang, walaupun datangnya di awal.
107

 Dalam hal ini akad 

yang digunakan Mitra tani Organik ialah pihak pemilik/aplikator melakukan ijab 
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menawarkan jasa penyuntikan kepada pemilik lahan dengan begitu pemilik lahan 

melakukan kabul dengan menerima dan siap melakukan kerjasama dengan Mitra 

Tani Organik dengan ini bentuk kerjasama yang dilakukan secara lisan. 

Ijab kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (Si>gat) yang dapat 

menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat, 

atau korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, 

yang terpeting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.
108

 

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: 

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti ijab kabul yang 

dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam 

transaksi. Mitra Tani Organik memberikan penawaran serta bentuk kerjasama 

yang ingin dilakukan dengan pemilik lahan. 

2. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul dalam hal objek transaksi ataupun 

harga. Artinya terdapat kesesuaian antara keduanya tentang kesepakatan, 

maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad 

dinyatakan batal. Adanya ketimpangan perbedaan pemberian upah 

dikarenakan Mitra Tani Organik menawarkan pembagian dengan bentuk 

prosentase 50% pemilik 50% pemilik/aplikator, jika dilihat dari jumlah 

nominal antara pohon satu dengan yang lain memiliki perbedaan jumlah. 

3. Adanya pertemuan antara ijab dan kabul (berurutan dan sambung). Ijab kabul 

dilakukan dalam majlis. Yang di maksud satu majlis di atas adalah bukan 

bertamu langsung secara fisik, melainkan kedua pihak mampu mendengarkan 
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maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau 

menolaknya. 

4. Satu majlis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan 

kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam 

satu objek transaksi, dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan dari kedua 

pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari 

keduanya.
109

 Dengan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan secara lisan 

tanpa adanya pencatatan Mitra Tani Organik kerap melakukan pembatalaan 

sepihak dari pemilik lahan dengan berbagai faktor, pembatalaan perjanjian 

yang ditemui Mitra Tani Organik sebagaian besar dikarenakan adanya orang 

yang memberikan penawaran pembelian pucuk bunga buah (tebasan), pohon 

yang dikelola rusak serta adanya kecurangan dari pemilik lahan hingga pada 

akhirnya terjadi pembatalan kerjasama. 

'Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual 

beli mereka adalah penjual dan pembeli, begitupun dalam transaksi lainnya. 

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'aqid, 

yakni iya harus memiliki ahliyah dan wila>yah.  Ahliyah disini bermakna keduanya 

memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka 

akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal. Wila>yah bisa diartikan 

sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar’i untuk 

melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut merupakan 

pemilik asli, wali atau wakil atas sutu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak 
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dan otoritas untuk mentransaksikannya.
110

 Dalam hal ini pemilik pupuk injeksi 

tanaman merupakan milik pribadi sedangkan apliaktor merupakan orang yang 

mendapatkan amanah untuk menagsungkan akad. 

Setiap transaksi tidak dibenarkan syara‟ kecuali telah terpenuhinya ahliyah 

dan wila>yah bagi 'aqid. Wila>yah tidak akan ada tanpa adanya kepemilikan atau 

mendapatkan izin, mandat dari pemilik sah. Kesimpulannya kepemilikan dan 

wila>yah merupakan syarat dalam akad. Jika 'akid bukan pemilik dan tidak 

memiliki wila>yah, maka akadnya dinyatakan batal.
111

 

Ma’qud ‘alai>h adalah objek transaksi, sesuatu di mana transaksi dilakukan 

diatasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Ma’qud ‘alai>h bisa 

berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non 

finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat 

seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).
112

 Ma’qud ‘alai>h harus memenuhi 

beberapa syarat berikut: 

1. Objek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak 

diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu 

akad berlangsung. Karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah 

terima. Mitra Tani Organik melakukan akad/kontrak memilki unsur ketidak 

pastian nominal pembagaian hasil serta jangka waktu yang jelas dalam 

pemanenan belum bisa ditentutkan namun Mitra Tani Organik menggunakan 

spekulasi pertumbuhan serta perkembangan pohon. 
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2. Objek transaksi harus berupa ma>l mutaqawwim (harta yang diperbolehkan 

syara‟ untuk di transaksikan( dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Jika dilihat 

proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani organik dengan sistem 

penyuntikan pupuk injeksi ini, dalam peroses pembuataanya ada salah satu 

pupuk yang menggunakan kotoran hewan yang mana kotoran hewan dilarang 

oleh syariat islam. Namun dalam hal ini peneliti fokus mengkaji proses 

kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik. 

3. Objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad, atau 

dimungkinkan di kemudian hari. Walaupun barang tersebut ada dan dimiliki 

oleh 'aqid, namun tidak bisa diserah terimakan, maka akad batal adanya. 

Bentuk serah terima akad ialah ketika pemilik lahan telah mempersilahkan 

Mitra Tani Organik untuk menggarap tanaman yang menjadi objek 

kerjasama. 

4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti barang tersebut 

diketahui secara detail oleh kedua pihak, hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.
113

 Pada biasanya 

pemilik lahan tidak terlalu intens dalam melakukan pengawasan kerjasama 

dikarenakan letak pohon yang jauh dari rumah sedangkan setiap 2 minggu 

sekali ada proses analisis batang, daun dan bunga mengakibatkan pemilik 

lahan tidak memungkinkan untuk setiap 2 minggu sekali ikut serta dalam 

proses analisis pohon tersebut hingga keseluruhan dipasarhakan kepada pihak 

Mitra Tani Organik. 
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Syarat akad terbagai menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusu. 

Syarat umum ialah: 

1. Syarat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai 

akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad 

sebagai berikut: 

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

c. Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang mempunyai 

hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid yang memiliki barang. 

d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟. 

e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) 

dianggap sebagai imbangan amanah. 

f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. 

g. Ijab dan qabul mesti bersambung. 

2. Syarat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. 

Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada 

di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam 

pernikahan.
114

 

Dalam KUH Perdata syarat sah seseorang melakukan kerjasama dalam 

perjanjian harus terpenuhi empat unsur perjanjian sepakat bahwa mereka 

mengikat dirinya untuk melakukan kerjasama, cakap dalam melakukan 
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kerjasama, suatu hal tertentu dan suatu sebab halal.
115

 Hukum Ekonomi 

Syariah memberikan beberapa bentuk kerjasama, kerjasama yang peniliti 

ambil sebagai bagian dari kerjasama yang sesuai dengan kajian peniliti ialah 

ijarah. Ijarah merupakan akad sewa baik jasa maupun asset. Islam 

mperbolehkan melakukakn kerjasama ijarah seperti dalam firman Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an surat At}-T}ala>q ayat 6 : 

 .... ٍَّ سَُْ ْٕ ٍَّ اجُُ ُْ ْٕ ٍَ نكَُىْ فاَٰتُ ٌْ اسَْضَعْ  .... فاَِ
.... Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya ....
116

 

Dalam kandungan ayat ini bahwa seseorang yang telah melakukan sesuatu 

pekerjaan maka hendaklah orang tersebut diberi upah sebagaimana mereka 

bekerja.  Akad yang dipakai oleh Mitra Tani Organik merupakan akad kerjasama 

dengan sistem penyewan jasa (ijarah) serta pihak yang berjasa menyediakan 

pupuk injeksi. Faktor penyebab batalnya proses kerjasama dengan akad ijarah 

merupaka tidak terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah ada tiga 

bagian pertama pelaku akad, kedua objek akad, ketiga ijab kabul. Melihat hal ini 

unsur yang menjadi rukun akad sudah terpenuhi. Sedangkan syarat ijarah: 

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus 

tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.  

2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaanya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada 

penyewa. 
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3. Akad ijarah diberhentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberi 

manfaat kepada penyewa. 

4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan 

sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya 

akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.
117

 

  Dengan adanya rincian kajian diatas peneliti menyimpulkan bahwa proses 

kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik tidak sesuai dengan Hukum 

Ekonomi Syariah dikarenkan pemilik Mitra Tani Organik dalam menerapkan 

standard oprasionl prosedur dirasa tidak mengkaji sampai pada titik syarat syarat 

orang yang melakukan akad, objek akad ijab kabul dll. Sehingga kerjasama yang 

dilakukan kerap terjadi beberapa persimpangan kontrak kerjasama. 

                                                             
117

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 

101.  



 

79 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang menjadi kajian peneliti dalam bab sebelumnya perihal 

akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik. Terdapat beberapa 

kesimpulan yang bisa dirangkum untuk menjadi landasan pandangan yang jelas. 

Kesimpulanya yaitu: 

1. Proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik merupakan bentuk 

kerjasama dimana pemilih lahan menyewa jasa penyuntikan, perawatan, 

panen dan jasa pupuk organik dalam hal ini mekanisme kerjasama yang 

dilakukan hanya sebatas penawaran jasa yang dilakukan secara lisan, tidak 

ada ketentuan waktu yang jelas (tidak ada ketetapan waktu bagi hasil) pada 

intinya ketika pohon sudah panen. Maka, proses pembagian ketentuan 

menggunakan spekulasi prosentase yang mana jika dinominalkan panen 

pohon satu dengan yang lain memiliki perbedaan padahal cara perawatan, 

penyuntikan sama, ada tiga pihak yang menerima pembagian pada hasil 

kerjasama tersebut adapun pembagian buat pemilik lahan 50%, Aplikator 

40% sedangkan pemilik pupuk 10%. Dalam hal lain, jika terjadi pembatalan 

sebelum panen tiba maka pemilik lahan mengganti rugi satu lobang suntikan 

Rp. 75.000. 

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait akad kerjasama yang dilakukan 

Mitra Tani Organik ialah bentuk akad ijarah dimana Aplikator/pemilik pupuk 

menawarkan jasa perawatan, penyuntikan dan juga jasa pembuatan pupuk, 
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syarat dan rukun akad ijarah mencerminkan bahwa Mitra Tani Organik belum 

sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi syariah. Dalam hal lain 

dikarenakan proses kerjasama yang tidak ditulis pihak Mitra Tani Organik, 

jangka waktu yang tidak jelas, serta pembagian yang hanya mengandalkan 

prosentase ini menjadi dasar kelemahan kerjasama dalam asepek Hukum 

Ekonomi Syariah sehingga kemungkinan terjadi wanpretasi dan mencidrai 

kerjasama rawan terjadi. 

B. Saran 

Setelah menarik kesimpulan dari penilaian terkait akad kerjasama 

penyuntikan pupuk injeksi tanaman prespektif hukum ekonomi syariah, penulis 

merekomendasikan beberapa saran yaitu: 

1. Mitra Tani organik seharusnya membuat standar oprasional kerjasa sesuai dan 

ketentuan akad secara jelas yang sesuai dengan syariat islam. 

2. Mitra Tani Organik mencatatkan seluruh kerjasama yang dilakukan agar 

nantinya jika terjadi permasalahan hukum bisa menjadi pegangan yang kuat. 

3. Mengurus perizinan produk pupuk kepada Kementrian Hukum dan HAM. 
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Lampiran I  

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Usman Widiono 

Umur  : 48 tahun 

Alamat  : Desa Kesenet, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara 

Keterangan : Pemilik Mitra Tani Organik 

Waktu  : Minggu, 13 September 2020. Pukul 13. 36 

1 

P Bagaimana sejarah berdirinya Mitra Tani Organik? 

R 

Berawal dari kegemaran melakukan fragmantasi, mengemalkan ilmu 

yang telah dipelajari, melihat keprihatinan masyarakat terhadap 

pengelolan tanaman berbuah yang menggunakan bahan kimia. 

harapanya masyarakat mampu mengerti manfaat penggunaan pupuk 

non kimia. 

2 

P Apa maksud dan tujuan didirikanya Mitra Tani Organik? 

R 

Ingin melepas ketergantungan petani dengan bahan kimia, mengurangi 

maraknya tradisi tebasan, membantu masyarakat dalam mengelola 

pertanian. 

3 

P Apakah ada struktur Mitra Tani Organik? 

R 
Setruktur secara formal tidak ada namun, kami memiliki 25 Aplikator 

dikabupaten Banjarnegara dan kurang lebih ada 15 buruh. 

4 

P Apakah Aplikator melakukan pelatihan khusus?  

R 
Iya ada, pelatihan yang dipimpin oleh mentor, pelatihan dilaksanakan 

selama 1 bulan, pelatihan berupa materi dan praktek. 

5 

P Bagaimana cara Mitra Tani Organik mengenalkan pupuk injeksinya? 

R 

Aplikator, pemilik melakukan penawaran jasa injeksi dengan cara 

bekerja sama dengan kelompok tani, door to dor. dan lewat mulut satu 

keying lain. 

6 

P Apa metode akad yang digunakan Mitra Tani Organik? 

R 
Metode yang digunakan sewa jasa penyuntikan dalam islam akad 

ijarah. 

7 P Kapan Mitra Tani Organik didirikan? 



 
 

 

R 

Mitra Tani Organik berdiri pada bulan Januari 2019, namun 

melakukan experiment dan fragmentasi dilakukan 6 tahun sebelum 

diresmikanya Mitra Tani Organik. 

8 

P Mengapa tidak dijualbelikan ketoko toko terdekat? 

R 

 Kami belum mengurus perizinan, sesuai dengan asas tolong menolong 

makan kami tidak berani membadrol harga, dengan demikian kami 

menggunakan akad kerjasama. 



 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Nanang Triono 

Umur  : 39 tahun 

Alamat  : Desa kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara 

Keterangan : Aplikator Kecamatan Punggelan 

Waktu  : Minggu, 13 September 2020. Pukul. 15.26 

1 

P Apakah saudara sudah lama mengikuti Mitra Tani Organik? 

R 

Sudah sekitar 2 tahun, saya akrab dengan mas wiwi (Pak Usman) sudah 

lama bekerja bareng dibengkel mobil, hingga pada akhirnya mas wiwi 

melakukan beberapa kali experiment fragmentasi untuk dibuat pupuk 

organik. 

2 

P Bagaimana sistem yang dilakukan Mitra Tani Organik? 

R 

 MTO melakukan kerjasama dengan menawarkan jasa upah 

penyuntikan pupuk injeksi dengan sistem bagi hasil.  

 

3 

P Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut? 

R 

50% pemilik, 50% aplikator sedangkan aplikator membagi lagi 10% 
dari hasil bersih 50% yang didapatkan setelah dibagi dengan pemilik 

lahan dan apabila melakukan pembatalan ditengah proses kerjasama, 

maka pihak pemilik lahan membayar pupuk Rp. 75000/lubang dan 

apabila panen gagal maka semua menanggung resiko. 

4 
P Apa jenis tanaman yang bisa dilakukan kerjasama. 

R Pohon durian, jengkol, manga, duku dan semua tanaman yang berbuah. 

5 

P Apakah pernah terjadi pembatalan kerjasama? 

R 
Banyak yang melakukan pembatalan diakibatkan karena dirasa lebih 

memilih dirawat sendiri, ditebaskan, pohon ditebang dll. 

6 

P 
Apakah ada sesorang yang melakukan kerjasama tidak membagi 

setelah panen? 

R 

 Banyak mas, dikarenkan asas kejujuran tidak lakukan serta banyak 

orang yang melakukan hitungan buah yang tidak sesuai dikarenakan 

yang memanen pihak pemilik lahan dan tidak disaksikan oleh pihak 

MTO 

7 P Apakah dirasa kerjasama yang dilakukan sudah sesuai syariat? 



 
 

 

R 

Belum mas, dikarenakan kerjasama yang kurang tegas sering 

mengakibtkan ada pihak yang dirugikan, serta tidak ada jangka waktu 

yg jelas, akad dilakukan secara lisan. 

8 

P Dimana kerjasama dilakukan? 

R 
Kerjasama dilakukan dimana kita melakukan penawaran jasa 

penyuntikan. 

 

  



 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ahmad Fahrudin 

Umur  : 57 tahun 

Alamat  : Dusun kecepit jurang, Desa kecepit, Kecamatan Punggelan, 

  Kabupaten Banjarnegara 

Keterangan : Pihak yang melakukan Kerjasama 

Waktu  : Senin, 14 September 2020. Pukul 09.24 

1 
P Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Iya. 

2 
P Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan? 

R Menawarkan jasa injeksi tanaman. 

3 
P 

Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi 

tanaman dengan MTO? 

R Tertarik dengan penawaran kerjasama, simple. 

4 
P Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO? 

R  Bisa meringkas tenaga. 

5 
P 

Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat 

kejanggalan? 

R Tidak ada. 

6 
P Sampai kapan kerjasama itu dilakukan? 

R Sampai panen. 

7 
P 

Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan 

MTO? 

R  Belum. 

8 
P Apa penyebab pembatalan kerjasama? 

R  Tidak ada jawaban. 

 

 

 



 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Sarkinah 

Umur  : 61tahun 

Alamat  : Dusun kerajan, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan,  

  KabupatenBanjarnegara 

Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama 

Waktu  : Senin, 14 September 2020. Pukul. 10.12 

1 P Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Iya. 

2 P Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan? 

R Penawaran jasa perawatan. 

3 P Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi 

tanaman dengan MTO? 

R Karena kerjasama yang ditawarkan mudah. 

4 P Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO? 

R  Bisa lebih cepat panen dan banyak buah. 

5 P Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat 

kejanggalan? 

R Tidak ada. 

6 P Sampai kapan kerjasama itu dilakukan? 

R Sampai panen. 

7 P Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan 

MTO? 

R Pernah. 

8 P Apa penyebab pembatalan kerjasama? 

R Karena pohon ditebang, mengganti rugi suntik tanaman injeksi 

sebesar Rp. 75.000/lubang. 

 



 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Anggit Dwi Prayudi 

Umur  : 27 tahun 

Alamat  : Rt. 08 /Rw. 02. Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten 

  Banjarnegara 

Keterangan : Pihak yang melakukan Kerjasama 

Waktu  : Senin, 14 September 2020. Pukul 13.05 

1 P Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Iya. 

2 P Apakah saudara mengetahui kerjasama apa yang dilakukan? 

R Kerjasama penawaran jasa injeksi dan perawatan. 

3 P Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi 

tanaman dengan MTO? 

R Kerjasama mudah dilakukan. 

4 P Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO? 

R  Tidak repot menggarap tanaman sendiri. 

5 P Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat 

kejanggalan? 

R  Tidak tahu. 

6 P Sampai kapan kerjasama itu dilakukan? 

R Sampai panen. 

7 P Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan 

MTO? 

R Tidak.  

8 P Apa penyebab pembatalan kerjasama? 

R Tidak ada jawaban. 

 

  



 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ani Sukesi 

Umur  : 45 tahun 

Alamat  : Rt 11 Rw 01 Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten 

  Banjarnegara 

Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama  

Waktu  : Senin, 14 September 2020. Pukul. 13.58 

1 P Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Iya. 

2 P Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan? 

R  Penawaran jasa penyuntikan 

3 P Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi 

tanaman dengan MTO? 

R  Tidak ribet dan tawaran menarik. 

4 P Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Katanya bisa panen lebih cepat dan buah lebih banyak dari biasanya. 

5 P Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat 

kejanggalan? 

R Ada kerjasama yang tidak dilakukan, yaitu analisis setiap minggu. 

6 P Sampai kapan kerjasama itu dilakukan? 

R Sampai panen. 

7 P Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan 

MTO? 

R Tidak, hanya saja hasil panen banyak buah yang gagal panen.  

8 P Apa penyebab pembatalan kerjasama? 

R  Katanya, tidak dikasih nutrisi selama pengamatan bunga. 

 



 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : M. Ridwan  

Umur  : 37 tahun 

Alamat  : Rt 11 /Rw 01, Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten 

  Banjarnegara 

Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama 

Waktu  : Senin, 14 September 2020. Pukul. 14.27 

1 P Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Iya. 

2 P Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan? 

R Tawaran jasa penyuntikan, perawatan dan hingga panen. 

3 P Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi 

tanaman dengan MTO? 

R  Simple tinggal menikmati hasil. 

4 P Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Bisa melakukan pekerjaan lain. 

5 P Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat 

kejanggalan? 

R Hasil panen tidak diketahui hasil keseluruhan, hanya menerima uang 

hasil penjualan buah. 

6 P Sampai kapan kerjasama itu dilakukan? 

R  Sampai mendapatkan upah bagi hasil. 

7 P Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan 

MTO? 

R Tidak. 

8 P Apa penyebab pembatalan kerjasama? 

R Tidak ada jawaban. 

 

  



 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Suparjo 

Umur  : 43 Tahun 

Alamat  : Rt 11/Rw 01, Desa kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten 

  Banjarnegara 

Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama 

Waktu  : Senin, 14 September 2020. Pukul.15.30 

1 P Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Iya. 

2 P Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan? 

R Menawarkan kerjasama penyuntikan. 

3 P Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi 

tanaman dengan MTO? 

R Penawaran jasa yang cukup tidak ribet. 

4 P Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Bisa saling membantu. 

5 P Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat 

kejanggalan? 

R Penggunaan akad yang tidak ada batasan waktu yang jelas, hasil 

panen yang belum diketahui jumlah. 

6 P Sampai kapan kerjasama itu dilakukan? 

R Sampai panen. 

7 P Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan 

MTO? 

R Belum. 

8 P Apa penyebab pembatalan kerjasama? 

R Tidak ada jawaban. 



 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Hadi Purnomo 

Umur  : 69 tahun 

Alamat  : Rt 02 Rw, Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten 

  Banjarnegara 

Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama 

Waktu  : Senin, 14 September 2020. Pukul 16.18 

1 P Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO? 

R  Iya. 

2 P Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan? 

R Saya membayar upah dengan sistem bagi hasil. 

3 P Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi 

tanaman dengan MTO? 

R Kerjasama yang ditawarkan cukup membantu. 

4 P Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO? 

R Hanya modal pohon, bisa menikmati panen. 

5 P Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat 

kejanggalan? 

R Ada. Akad kerjasamnya yang dilakukan secara lisan, tidak 

melakukan analisi kembang pada mingu pertama. 

6 P Sampai kapan kerjasama itu dilakukan? 

R Sampai buah benar benar siap panen. 

7 P Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan 

MTO? 

R Belum pernah. 

8 P Apa penyebab pembatalan kerjasama? 

R Tidak ada jawaban. 
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PRAKTEK PENYUNTIKAN   PUPUK STRETCHING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUPUK NUTRISI     KEMASAN BANYAK  



 
 

 

 

 

 

 

 

PUPUK NUTRISI       PEMILIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAT PENYUNTIKAN      APLIKATOR 
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Lampiran V     

Surat Keterangan telah melakukan Riset 
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